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pengorbananmu.
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melewati berbagai proses hingga skripsi ini terselesaikan. Kehadiran kalian
adalah anugrah indah yang akan selalu penulis kenang dan syukuri.

Kepada Suharbinatri, Terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan sejak
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ABSTRAK

Nur Fhadilah (2220203874235034) “Responsibilitas Pemuda Karang Taruna
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan
Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru (Perspektif Siyasah syar’iyyah)” (dibimbing oleh Bapak Azlan
Tamrin. S.H., M.H. selaku pebimbing utama).

Penelitian ini membahas Responsibilitas Pemuda Karang Taruna Berdasarkan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam
Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
(Perspektif Siyasah syar’iyyah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan
tanggung jawab karang taruna menurut peraturan menteri dalam negeri Nomor 18
Tahun 2018, faktor-faktor yang memengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi karang
taruna dengan pemerintah desa, serta analisis siyasah syar iyyah terhadap pelaksanaan
tanggung jawab pemuda karang taruna dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa
di Kecamatan Soppeng Riaja.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research)
dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang
taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah berjalan melalui berbagai kegiatan sosial,
kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat, seperti kerja bakti, kegiatan sosial
kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, dan keterlibatan dalam program pemerintah
desa. Faktor-faktor yang memengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi karang taruna
dengan pemerintah desa meliputi komunikasi, dukungan pemerintah desa, partisipasi
anggota, kesadaran pemuda, Kketerbatasan anggaran, serta kesibukan anggota
organisasi. Dalam perspektif siyasah syar iyyah, pelaksanaan tanggung jawab pemuda
karang taruna telah mencerminkan prinsip amanah, tanggung jawab sosial, kerja sama
dalam kebaikan (za’awun), serta kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dalam
mendukung Kinerja pemerintah desa. Namun demikian, pelaksanaan tanggung jawab
tersebut masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian pemuda
dan keterbatasan anggaran kegiatan sehingga pelaksanaannya belum berjalan secara
optimal.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Karang Taruna, Pemerintah Desa, Siyasah
syar’iyyah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat
pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba B Be

o Ta T Te

& Sa S es (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z Ha Ha Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha

3 Dal D De

3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)

D Ra R Er

B Zai Z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy Es dan ye
U= Sad S Es (dengan titik di bawah)
U= Dad D De (dengan titik di bawah)
L Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za Z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Ain ‘ Apostrof terbalik

¢ Gain G Ge

— Fa F Ef

S Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

o Nun N En

3 Wau W We

2 Ha H Ha

3 Hamzah ’ Apostrof

S Ya Y Ye
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Hamzah (=) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa

pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| fathah A A
) Kasrah I I
i dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& fathah danya’ Al adanu
3 fathah dan wau Au i danu
Contoh:
S kaifa
ds  :haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
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Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& .. | .. | fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas
kasrah danya’ T i dan garis di atas
—
' dammah dan wau a u dan garis di atas
j—
Sla . mata
=) I rama
Ja L qila

L .-

Q3 yamiitu
4. Ta’ marbitah
Transliterasi untuk za’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fatkah, kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbiuthah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ¢a@’ marbut}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka za’

marbit}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Juky) i) : raudhah al-athfal
:‘LAN‘ Al . al-madinah al-fadilah
ERN| : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau rasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid ( - ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

XiX



&,  :rabbana

WS ngjjaing

‘Gl al-hagq
Azl s nu“ima
e . ‘aduwwun

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(i—), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:

Gle : “All (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

== : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf Ji(alif lam
ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa,
al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah. Kata sandang
tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:
il : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
‘4350 : al-zalzalah (az-zalzalah)
Gl al-falsafah
Nl : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
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kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
G5Bt muriana
& > al-nau*
B L syai'un
&yl : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang
sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering
ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik
tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-
Qur’an(dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munagasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara
utuh. Contoh:
Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah gabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (4Y)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai midaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
W & dinullah 4\ billah
Adapun 7@’ marbitah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
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A 4835 08 34 hum f7 rahmatillah
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya
huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan
pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya,
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf
pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-),
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudhi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadhan al-ladzi unzila fih al-Qur’an

Nashir al-Din al-Thiis1

Abt Nashr al-Farabt

Al-Gazali

Al-Mungiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abd al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Aba al-Walid
Muhammad (bukan: Rusyd, Abt al-Walid Muhammad Ibnu)

Nashir Hamid Abt Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, Nashir Hamid (bukan: Zaid,
Nashir Hamid Abt )
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B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swi. = subhanahii wa ta ‘ala

saw. = shallallahu ‘alaihi wa sallam
H = Hijriah

M = Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W. = Wafat tahun

HR = Hadis Riwayat

uu = Undang-undang

SD = Sekolah Dasar

SMP = Sekolah Menengah Pertama
SMA = Sekolah Menengah Atas
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A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peran generasi muda
sebagai agen perubahan dan pendorong kemajuan yang utama. Pemuda, sebagai
kelompok usia produktif, memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, kreativitas,
dan partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia,
pemuda sering kali menjadi tulang punggung pembangunan desa sebagai unit terkecil
dalam struktur pemerintahan. Desa memiliki posisi strategis sebagai basis
pembangunan nasional, terutama dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah.
Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah desa sering menghadapi berbagai tantangan
yang meliputi keterbatasan sumber daya, rendahnya kualitas sumber daya manusia,
serta kompleksitas permasalahan sosial, yang semuanya dapat menghambat
optimalisasi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.*

Eksistensi peraturan desa pertama kali dimulai bersamaan dengan pengakuan
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa

setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.? sebagai bagian

! Muntaha Mardhatillah et al.,“Penguatan Partisipasi Generasi Muda Dalam Berkontribusi
Terhadap Pembagunan Daerah,” PROFICIO 5, no. 2 (2024): 663-70.

2 Ali Imran Nasution, Dirga Achmad, and Muhammad Fauzan, “Integrasi Peraturan Desa Ke
Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa,” Jurnal
Hukum Magnum Opus 6, no. 2 (2023): 123-36.



dari masyarakat desa, tentunya pemuda harusnya menjadi pribadi yang unggul dan
harus berada digaris terdepan yang memiliki kekuatan besar dalam arus kemajuan
bangsa. Negara yang tangguh salah satunya dapat dilihat dari pemudanya, pilar yang
dibutuhkan dalam membangun suatu bangsa adalah dari generasi pemuda. Tidak
diragukan bahwa keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan (agen of change)
memberikan dampak yang sangat besar dalam membangun suatu bangsa.

Mendukung kegiatan dalam masyarakat yakni mencapai tujuan bersama
merupakan keinginan semua masyarakat. Terciptanya pembangunan desa yang sesuai
keinginan, pemberdayaan masyarakat serta interaksi yang baik antara masyarakat
dengan pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut, dalam upaya peningkatan
kualitas pembangunan suatu desa terutama melalui efisiensi dana yang diperuntukan
untuk otonomi desa, Alokasi Dana Desa (ADD) serta pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya manusia agar pemerintahan desa dapat mengatur sistem rumah
tangganya sendiri baik dalam perencanaan , pembiayaan maupun pelaksanaan
pembangunan sehingga mampu melayani masyarakat dan terciptanya keharmonisan
antara pemerintah desa dan masyarakat.®> Untuk mengoptimalkan segala kegiatan yang
ada dalam lingkungan masyarakat maka didirikanlah sebuah organisasi yaitu Karang
Taruna. Organisasi pemuda Karang Taruna berfungsi sebagai wadah pembinaan bagi

para pemuda atau pemudi di desa atau kelurahan yang tentunya mengambil serta

% Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan
Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna,” Skripsi. Kendari.
Universitas Haluoleo Kendari, 2016, 3-5.



merekrut para pemuda yang berdomisili di wilayah tersebut untk kemudian dapat
menjadi kader-kader yang 3 terpercaya dapat berperan dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa. Adapun ayat yang membahas tentang hal ini yakni

Q.S Al Qashas / 28 : 26.

59 480 el 5 s T ko e g is 2T
Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai

orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik

yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya*

Adapun tugas utama organisasi pemuda Karang Taruna berkaitan dengan
kegiatan positif seperti keagamaan, olahraga, bakti sosial serta kegiatan positif lainnya.
Menurut peraturan Menteri Sosial Republik Indoneisa No.77 / HUK / 2010 tentang
Pedoman Dasar Organisasi Karang Taruna bahwa “Pemuda Karang Taruna ialah
organisasi sosial kemasyarakatan sebagai tempat dan sarana pengembangan disetiap
anggota masyarakat yang tumbuh serta berkembang atas dasar kesadaran serta
tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat teruntuk para generasi muda di

pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun dipusat terutama bergerak dibidang

usaha kesejahteraan sosial”.?

4 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Kementerian Agama RI,
2019), h. 388.

® Nadiah Nadiah, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat
1 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais Il Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten
Tapanuli Selatan” (IAIN Padangsidimpuan, 2021).



Salah satu wadah pengorganisasian pemuda di tingkat desa, Karang Taruna
memiliki peran yang penting dalam mengembangkan potensi generasi muda sekaligus
mendorong pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif dalam pembangunan desa.
Landasan hukum Karang Taruna ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang mengatur
Karang Taruna dalam pembentukan, pengelolaan, dan peranan organisasi ini pada
tingkat desa secara komprehensif. Dalam peraturan ini, Karang Taruna didefinisikan
sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kepemudaan dengan
tujuan meningkatkan kualitas hidup pemuda dan masyarakat melalui pengembangan
potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Tanggung jawab Karang Taruna mencakup
pengembangan potensi pemuda melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan
masyarakat melalui program sosial, partisipasi dalam pembangunan desa seperti
gotong royong dan pengelolaan lingkungan, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan
budaya. Organisasi ini diharapkan dapat berkolaborasi secara sinergis dengan aparat
desa dalam meningkatkan Kinerja pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan
dana desa, pengembangan ekonomi lokal, dan penyelesaian masalah sosial.®

Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini menggunakan perspektif
Siyasah syar’iyyah, sebuah konsep pemerintahan dalam Islam yang menekankan

prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Istilah

® Rachmawati Fidia Cahyani Sugistin and Wahyu Eko Pujianto, “Partisipasi Organisasi Karang
Taruna Di Dalam Lingkungan Masyarakat Desa Jati Sidoarjo,” Jurnal Rimba: Riset IImu Manajemen
Bisnis Dan Akuntansi 2, no. 1 (2024): 170-82.



Siyasah berasal dari kata yang berarti politik atau pemerintahan, sedangkan Syar iyyah
mengacu pada kesesuaian dengan syariat Islam. Dalam konteks pembangunan desa,
tanggung jawab pemuda Karang Taruna dapat dipahami sebagai wujud implementasi
nilai-nilai Islam, seperti amar ma’ruf nahi munkar (menganjurkan kebaikan dan
mencegah kemungkaran), prinsip musyawarah, serta solidaritas sosial. Nilai-nilai
tersebut memberikan kerangka etis dan normatif yang menguatkan fungsi Karang
Taruna sebagai ujung tombak pembangunan sosial dan pemberdayaan generasi muda
sesuai dengan ajaran Islam.”

Namun, kondisi di lapangan, khususnya di Kecamatan Soppeng Riaja,
Kabupaten Barru, menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab pemuda Karang
Taruna belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).2

Berdasarkan hasil pengamatan dan laporan masyarakat, peran aktif pemuda
Karang Taruna dalam mendukung kinerja pemerintah desa masih tergolong kurang
optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi dalam kegiatan pembangunan
infrastruktur, pengelolaan program sosial, serta kurangnya sikap kooperatif dalam
berbagai program desa. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara

ekspektasi yang diatur dalam regulasi dengan realitas sosial di masyarakat.

" Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah,” Jurnal Penelitian
llmiah Multidisipliner 1, no. 03 (2025): 1075-87.
8 Sevli Harti Ponto Ponto, “Peran karang taruna berdasarkan permendagri nomor 18 tahun 2018

tentang lembaga kemasyarakatan desa di desa rantai damai kecamatan walenrang kabupaten luwu”
(IAIN Palopo, 2024).



Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemuda terhadap fungsi
dan tanggung jawab yang diamanatkan, serta keterbatasan dukungan dari pemerintah
desa.’

Selain itu, Keberadaan Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja juga
menunjukkan dinamika yang perlu mendapat perhatian. Secara administratif, terdapat
7 desa/kelurahan yang terdiri dari 2 kelurahan dan 5 desa, yang masing-masing telah
memiliki organisasi Karang Taruna lengkap dengan Surat Keputusan (SK) dan struktur
kepengurusan. Namun demikian, dari total 7 Karang Taruna tersebut, hanya 5 yang
tergolong aktif dalam menjalankan kegiatan organisasi, sementara 2 lainnya
dinyatakan tidak aktif meskipun secara administratif tetap memiliki SK dan struktur
organisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan Karang Taruna tidak hanya
diukur dari aspek formalitas kelembagaan, tetapi juga dari tingkat keaktifan dan
kontribusinya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip Siyasah
syar’iyyah, seperti keadilan, amanah, dan partisipasi aktif dalam pemerintahan, turut
menjadi faktor yang melemahkan kontribusi pemuda Karang Taruna dalam
meningkatkan kinerja pemerintah desa serta memberdayakan masyarakat secara
menyeluruh. Penelitian sebelumnya memang telah membahas mengenai responsibilitas

pemuda Karang Taruna, namun belum secara khusus mengkaji tanggung jawab

® Isna Fitria Agustina and Stevanus Dandi, “Youth Participation in Village Development
Through Karang Taruna: Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Karang Taruna,”
Indonesian Journal of Cultural and Community Development 16, no. 2 (2025): 10-21070.



tersebut berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga
kemasyarakatan desa (LKD) dalam perspektif Siyasah syar’iyyah.*®

Dengan demikian, keberadaan Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan
memiliki peranan yang krusial dalam menanggulangi berbagai persoalan sosial yang
dihadapi generasi muda dan masyarakat desa pada umumnya. Oleh karena itu, penting
untuk mengkaji secara mendalam tanggung jawab pemuda Karang Taruna berdasarkan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dalam konteks peningkatan kinerja
pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Penelitian ini
diharapkan mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta mengusulkan solusi
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Siyasah syar’iyyah guna memaksimalkan
peran pemuda sebagai agen perubahan. Hasil kajian ini nantinya diharapkan dapat
memberikan rekomendasi strategis agar Karang Taruna dapat dioptimalkan sebagai
mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta
pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, sesuai dengan amanah hukum dan nilai-

nilai keagamaan yang berlaku.™

10 Indri Arizki, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Prinsip Syuro Dalam
Pengambilan Keputusan Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Uwemanje Kecamatan
Kinovaro Kabupaten Sigi)” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

11 Ach Fatori, Haliza Fatimah, and Lannie Marseli Faderi, “Korespondensi Jurnal: Analisis
Konseptual Peran Pemuda Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa,” 2025.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah dalam penelitian ini
adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab karang taruna menurut Permendagri
Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Soppeng Riaja?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi karang
taruna dengan pemerintah desa?

3. Bagaimana analisis siyasah syariyyah terhadap pelaksanaan tanggung jawab
pemuda karang taruna dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa di
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan
dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui secara mendalam pelaksanaan tanggung jawab karang taruna
menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru.

2. Mengetahui secara mendalam faktor-faktor apa yang mempengaruhi kuat dan
lemahnya koordinasi karang taruna dengan pemerintah desa.

3. Menganalisis tanggung jawab pemuda dengan perspektif sivasah syar’iyyah
dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riaja

Kabupaten Barru.



D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan,
maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan

ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemerintahan desa, partisipasi pemuda,
dan implementasi kebijakan sesuai dengan Peraturan mentri dalam negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD), serta kajian perspektif
siyasah syar iyyah dalam konteks pengelolaan pemerintahan desa.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Memberikan informasi dan rekomendasi terkait peran dan tanggung jawab Pemuda

Karang Taruna dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa secara

efektif dan berkelanjutan.

b. Bagi Pemuda Karang Taruna

Menjadi bahan evaluasi dan motivasi agar lebih optimal dalam menjalankan peran

dan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan nilai-nilai

siyasah syar’iyyah.

c. Bagi Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja

Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa, sehingga tercipta

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai

syariah.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan
pemahaman tentang subjek penelitian dan penelitian sebelumnya yang serupa untuk
menghindari pengulangan penelitian menurut peneliti hal ini juga untuk akan
melengkapi penelitian terdahulu.? Tinjauan Penelitian relevan akan membahas
berbagai literatur terkait yang telah ada sebelumnya, yang mencakup teori-teori, hasil
penelitian, dan konsep-konsep terkini yang relevan dengan topik penelitian. Dengan
memahami kontribusi penelitian sebelumnya, proposal skripsi ini akan mencoba untuk
mengisi celah pengetahuan dan memberikan pandangan yang lebih jelas tentang
permasalahan yang akan diteliti serta metode yang akan digunakanSelain sebagai
bahan pendukung penelitian, penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai
pembanding dan pendalaman penelitian yang saat ini dilakukan.®® Berdasarkan hasil
penelusuran penulis dari beberapa sumber literatur terdapat beberapa literatur yang
relevan dan merujuk pada penelitian yang dilakukan penulis dengan fokus penelitian
Responsibilitas Pemuda Karang Taruna berdasarkan peraturan mentri dalam negeri

nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dalam Peningkatan

12 Hiras Pasaribu et al., Metodologi Penelitian (CV. Insight Media, 2026).
BAgung Edy Wibowo, Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya IImiah (Penerbit
Insania, 2021).
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Kinerja Pemerintah Desa Terkhususnya di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten

Barru.

1. Penelitian oleh Muh. Ardiyansya Nur
Penelitian oleh Muh. Ardiyansya Nur dengan judul Peran Karang Taruna dalam
Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Tanete
Rilau Kabupaten Barru berfokus pada peran Karang Taruna sebagai organisasi
pemuda yang mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan desa melalui
kegiatan sosial, ekonomi, dan kepemudaan. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, memanfaatkan teknik
pengumpulan data seperti wawancara dan observasi. Temuan utama menunjukkan
bahwa Karang Taruna memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi
pemuda, namun Kketerlibatan mereka masih bersifat sporadis dan sangat tergantung
pada kualitas kepemimpinan di desa masing-masing. Kelemahan penelitian ini
terletak pada ketergantungan hasil partisipasi terhadap kepemimpinan desa yang
belum konsisten sehingga pemanfaatan potensi Karang Taruna belum merata.
Relevansi penelitian ini dengan studi yang hendak dilakukan terletak pada
pemahaman tentang peran dan tanggung jawab Karang Taruna dalam pembangunan
desa serta hambatan yang dialami, terutama terkait faktor kepemimpinan desa yang

sangat mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan desa.**

14 Muh Ardiyansya Nur and Andi Tenri Padang, “Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018,” SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH
SYAR'IYYAH 2, no. 1 (2021): 126-39.
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2. Penelitian oleh Nurul Hidayah
Penelitian oleh Nurul Hidayah dengan judul Implementasi Permendagri No. 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Meningkatkan Kinerja
Pemerintah Desa di Kabupaten Gowa berfokus pada bagaimana lembaga
kemasyarakatan desa, termasuk Karang Taruna, menjalankan fungsi dan peran
mereka sesuai dengan regulasi Permendagri yang berlaku. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan
bahwa implementasi Permendagri tersebut belum berjalan optimal karena
kurangnya pemahaman perangkat desa dan masyarakat terhadap regulasi tersebut,
serta rendahnya kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada pelaksanaan
tugas lembaga kemasyarakatan desa, termasuk Karang Taruna, yang belum
maksimal. Kelemahan utama dalam penelitian ini adalah minimnya sosialisasi dan
edukasi tentang aturan, ditambah dengan faktor internal dan eksternal seperti
kualitas SDM dan kondisi sosial yang menghambat pelaksanaan peran Karang
Taruna secara efektif. Relevansi penelitian ini dengan studi yang hendak dilakukan
terletak pada posisi Permendagri sebagai dasar hukum dan acuan yang menjelaskan

tanggung jawab Karang Taruna dalam konteks pembangunan desa serta menyoroti



3.

13

tantangan pelaksanaan fungsi mereka yang menjadi aspek penting untuk dianalisis

lebih jauh.*

Penelitian oleh Rahmatullah

Penelitian olen Rahmatullah berjudul Siyasah syar’iyyah dalam Tata Kelola
Pemerintahan Desa di Kabupaten Maros membahas penerapan prinsip-prinsip
siyasah syar’iyyah seperti keadilan, amanah, dan partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi lapangan untuk
menganalisis pelaksanaan konsep siyasah syar iyyah dalam konteks desa. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan
landasan etis dan moral yang kuat dalam tata kelola pemerintahan desa, meskipun
ada tantangan dalam implementasinya terkait praktik nyata di lapangan.
Kelemahan penelitian ini antara lain adalah keterbatasan dalam pengawasan dan
pemahaman masyarakat terhadap aspek siyasah syar’iyyah yang bisa menghambat
optimalisasi  pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Relevansi penelitian
Rahmatullah dengan penelitian yang hendak dilakukan terletak pada penggunaan
landasan konseptual siyasah syar’iyyah untuk menilai dan memahami peran

Karang Taruna, sehingga memberikan perspektif etis dan normatif dalam

15 Gunawan Yudha Sukrisdiyantoro, “Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang

Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Studi Kasus Di Desa Gejagan Kecamatan
Loceret Kabupaten Nganjuk)” (Universitas Kadiri, 2021).
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menganalisis kontribusi dan tanggung jawab organisasi pemuda ini dalam
pembangunan dan tata kelola desa.®
4. Penelitian oleh Siti Aisyah

Penelitian oleh Siti Aisyah berjudul Pemberdayaan Pemuda melalui Karang
Taruna dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Lalabata, Soppeng) membahas
potensi besar pemuda Karang Taruna dalam pembangunan sosial dan spiritual
masyarakat di desa Lalabata. Meskipun memiliki peran yang signifikan, penelitian
ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pemahaman nilai-nilai
Islam yang mendalam sebagai landasan gerak mereka. Metode yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan untuk
mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemberdayaan dan peran
pemuda. Temuan utama mengindikasikan bahwa pemberdayaan yang berbasis
nilai Islam dapat memperkuat motivasi dan komitmen anggota Karang Taruna
dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya serta meningkatkan kualitas pengabdian
dan pengaruh organisasi terhadap masyarakat. Kelemahan dari penelitian ini
adalah kurangnya penguatan edukasi keislaman dalam pengembangan kapasitas
anggota dan terbatasnya dukungan dari berbagai pihak dalam memperdalam
pemahaman nilai-nilai agama. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang
hendak dilakukan adalah terletak pada pendekatan keislaman sebagai landasan

moral dan etika dalam pengembangan organisasi pemuda, termasuk Karang

16 Rahmatullah, Siyasah Syar'lyyah dalam tata kelola pemerintahan desa di kabupaten
maros,”(2022) .
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Taruna, sehingga mampu meningkatkan kebermaknaan dan keberhasilan program
pembangunan yang berbasis nilai-nilai Islam.
B. Tinjauan Teori
1. Teori Pemberdayaan Masyarakat Desa (Edi Suharto)

Teori pemberdayaan masyarakat desa Edi Suharto memandang pemberdayaan
sebagai suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu maupun
kelompok masyarakat, khususnya yang berada dalam kondisi kurang berdaya, agar
mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, mengakses sumber-sumber produktif,
serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.’” Dalam konteks masyarakat
desa, pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan, tetapi lebih menekankan
pada upaya membangun kesadaran, kapasitas, dan kemandirian masyarakat agar
mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini sangat berkaitan
dengan keberadaan Karang Taruna sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang
beranggotakan pemuda-pemudi yang memiliki energi, kreativitas, dan semangat untuk
terlibat langsung dalam proses pembangunan desa.

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan masyarakat memiliki tiga dimensi utama,
yaitu enabling (menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang), empowering (memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat),

dan protecting (melindungi kelompok masyarakat yang lemah agar tidak semakin

7 Dias Andris Susanto et al., Pemberdayaan Masyarakat (CV. Edu Akademi, 2025).
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terpinggirkan).*® Dalam kaitannya dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa, Karang Taruna memiliki tanggung jawab untuk
membantu pemerintah desa dalam bidang kesejahteraan sosial, pengembangan
generasi muda, serta penanggulangan berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
Dengan demikian, pemuda Karang Taruna berperan sebagai fasilitator dalam
menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang (enabling),
sebagai motor penggerak dalam meningkatkan kapasitas masyarakat (empowering),
serta sebagai pelindung kepentingan sosial masyarakat desa (protecting). Peran ini
secara langsung mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa, karena pemerintah
desa tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi dengan masyarakat melalui Karang
Taruna.

Edi Suharto menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat juga berkaitan erat
dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi ini
meliputi Kketerlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program
pembangunan desa. Dalam hal ini, pemuda Karang Taruna dapat berfungsi sebagai
jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya generasi muda,
sehingga aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik. Dengan meningkatnya
partisipasi masyarakat, maka transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja

pemerintah desa juga akan meningkat. Oleh karena itu, keberadaan Karang Taruna

18 Rizka Ramadani and Erika Revida, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing
Tinggi,” Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik 9, no. 2 (2022): 375-82.
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menjadi sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik
(good governance).*

Selain itu, dalam perspektif Edi Suharto, pemberdayaan juga menekankan pada
pengembangan kapasitas (capacity building) melalui pendidikan, pelatihan, dan
pendampingan sosial. Hal ini berarti pemuda Karang Taruna perlu dibekali dengan
pengetahuan, keterampilan, serta sikap kepemimpinan agar mampu menjalankan
perannya secara optimal. Dengan kapasitas yang baik, Karang Taruna dapat
menginisiasi berbagai program seperti kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi
masyarakat, pelatihan kewirausahaan, serta kegiatan kepemudaan lainnya yang
mendukung pembangunan desa. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membantu pemerintah desa dalam mencapai
tujuan pembangunan secara lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, teori pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto
memberikan landasan yang kuat dalam memahami peran pemuda Karang Taruna
dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi
pada hasil akhir berupa kesejahteraan masyarakat, tetapi juga pada proses yang
melibatkan partisipasi aktif, peningkatan kapasitas, serta kemandirian masyarakat desa.
Dalam konteks Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, Karang Taruna menjadi mitra

strategis pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan

19 Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam
Pembangunan,” Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA) 3 (2010):
41-51.
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berkelanjutan. Oleh karena itu, semakin optimal peran Karang Taruna dalam
pemberdayaan masyarakat, maka semakin baik pula kinerja pemerintah desa dalam
menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Teori Peran dan Fungsi Organisasi (Chester I. Barnard)

Teori peran dan fungsi organisasi merupakan salah satu teori penting dalam
kajian ilmu sosial, manajemen, dan administrasi publik yang menjelaskan bagaimana
suatu organisasi menjalankan tugas, tanggung jawab, serta hubungan antar unsur di
dalamnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Chester I. Barnard,
organisasi adalah sistem kerja sama yang terstruktur antara dua orang atau lebih yang
bertujuan untuk mencapai hasil tertentu yang tidak dapat dicapai secara individu.
Dalam kerangka ini, peran dan fungsi organisasi menjadi elemen kunci dalam
menentukan keberhasilan suatu lembaga dalam menjalankan misinya, baik organisasi
profit, non-profit, maupun lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna.>*

Secara konseptual, peran (role) dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku
yang diharapkan dari seseorang atau kelompok yang menempati posisi tertentu dalam
sistem sosial atau organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa setiap individu atau lembaga
memiliki tanggung jawab, hak, dan ekspektasi tertentu yang melekat pada
kedudukannya. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai

20 Siti Nurjanah Ahmad et al., Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa
(Tohar Media, 2024).

2L M Harry Mulya Zein and Sisca Septiani, llmu Administrasi Negara (Sada Kurnia Pustaka,
2023).
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kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.?? Dalam konteks organisasi, peran
mencerminkan kontribusi nyata anggota organisasi terhadap pencapaian tujuan
bersama serta keterlibatan aktif dalam pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi.?

Sementara itu, fungsi organisasi merujuk pada berbagai aktivitas dan tugas yang
harus dijalankan agar organisasi dapat berjalan secara efektif. Katz dan Kahn dalam
bukunya The Social Psychology of Organizations menjelaskan bahwa fungsi utama
organisasi mencakup beberapa aspek, yaitu fungsi produksi (melaksanakan kegiatan
utama organisasi), fungsi pemeliharaan (menjaga kelangsungan struktur dan budaya
organisasi), fungsi adaptasi (menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan), dan
fungsi manajerial (mengkoordinasikan serta mengarahkan seluruh aktivitas
organisasi). Dengan kata lain, fungsi organisasi tidak hanya sebatas pelaksanaan
kegiatan teknis, tetapi juga mencakup upaya menjaga kesinambungan dan efektivitas
lembaga dalam jangka panjang.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan pemerintah tidak hanya ditentukan
oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah daerah
dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penataan kelembagaan. Oleh karena
itu, keberadaan aturan harus diikuti dengan pelaksanaan yang efektif agar tujuan

kebijakan dapat tercapai secara optimal. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa

22 Yulianus Rahawarin, “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Konflik Masyarakat Di
Desa Kumo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,” Jurnal Administrasi Publik 4, no. 63
(2018).

2 Cantika Dinda Halizah, “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kinerja
Lembaga Pemberdaya Masyaakat Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa” (Fakultas
Ilmu Sosial & lImu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023).
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keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada tanggung jawab seluruh aktor
yang terlibat dalam pelaksanaannya.?

Dalam konteks lembaga kemasyarakatan seperti Karang Taruna, teori peran dan
fungsi organisasi menjadi sangat penting untuk menganalisis sejauh mana lembaga ini
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dalam regulasi
tersebut dijelaskan bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial wadah
pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab
sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Fungsi utamanya mencakup penyelenggaraan
usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan
kepemudaan, serta pengembangan potensi dan kreativitas pemuda untuk mendukung
pembangunan desa.?

Dengan menggunakan teori peran dan fungsi organisasi, dapat dianalisis
bagaimana posisi strategis Karang Taruna dalam struktur pemerintahan desa. Sebagai
lembaga sosial yang berperan sebagai mitra pemerintah desa, Karang Taruna memiliki
fungsi untuk membantu pemerintah desa dalam menangani masalah kesejahteraan

sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menumbuhkan semangat gotong

24 Syafa'at Anugrah Pradana, Dirga Achmad, dan Azlan Thamrin, Repositioning of The Modern
Market to The Existence of The People's Market, Mulawarman Law Review, Vol. 9, No. 1, 2024.

% Ari Kurniawan, “Efektifitas permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi
Tentang Peranan Rukun Tetangga Di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)” (Skripsi,
Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).
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royong di kalangan generasi muda. Peran ini menuntut adanya koordinasi yang baik,
pelaksanaan program yang terarah, dan keterlibatan aktif pemuda dalam mendukung
berbagai kegiatan pembangunan desa.

Selain itu, teori ini menjelaskan tentang pentingnya hubungan antara peran
formal dan peran aktual dalam organisasi. Secara formal, Karang Taruna telah
memiliki struktur, fungsi, dan tugas yang diatur dalam Permendagri. Namun dalam
praktiknya, peran aktual yang dijalankan di lapangan sering kali dipengaruhi oleh
faktor internal (seperti motivasi anggota, kapasitas kepemimpinan, dan tingkat
partisipasi) maupun faktor eksternal (seperti dukungan pemerintah desa, kondisi sosial
ekonomi masyarakat, dan budaya lokal). Dengan demikian, teori peran dan fungsi
organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan tugas dan fungsi
Karang Taruna sudah sesuai dengan peran ideal yang diamanatkan secara hukum dan
sosial.?®

Teori ini juga menekankan pentingnya sinergi antar peran dalam organisasi.
Setiap komponen organisasi mulai dari pengurus, anggota, hingga mitra kerja memiliki
peran yang saling berkaitan dan tidak dapat berjalan sendiri. Dalam konteks kemitraan
Karang Taruna dengan pemerintah desa, sinergi ini sangat menentukan keberhasilan
pelaksanaan program sosial dan pembangunan masyarakat. Ketika peran dan fungsi

masing-masing pihak dijalankan dengan baik, maka tercipta hubungan yang harmonis,

% Asep Ruslan Saepuloh, “Peranan Organisasi Karang Taruna Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Desa: Studi Kasus Karang Taruna Desa Nyalindung Kecamatan Cimalaka Kabupupaten
Sumedang” (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).
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koordinatif, dan produktif yang mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintahan
desa secara keseluruhan.

Dari perspektif sosiologis, teori peran dan fungsi organisasi juga berhubungan
dengan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Talcott Parsons. Menurut
Parsons setiap sistem sosial terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan
masing-masing memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sistem. Dalam
kerangka ini, Karang Taruna dapat dipandang sebagai salah satu subsistem sosial
dalam struktur pemerintahan desa yang berfungsi memperkuat aspek sosial,
partisipatif, dan moral masyarakat desa. Jika Karang Taruna melaksanakan perannya
secara efektif, maka keseimbangan dan kinerja sistem pemerintahan desa juga akan
meningkat.?’

Dengan demikian, teori peran dan fungsi organisasi memberikan landasan
teoritis yang kuat untuk memahami bagaimana Karang Taruna sebagai organisasi
sosial berperan aktif dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa. Teori ini
tidak hanya menjelaskan tugas formal dan struktural lembaga, tetapi juga memberikan
kerangka analisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan peran, dinamika hubungan
dengan pihak lain, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan

kesejahteraan sosial di tingkat desa.

2" Tengku Hafinda and Zuhilmi Zuhilmi, “Social Changes in sociallogical perspective talcott
parsons: The school of the new normal era of humans,” in Procedings: Dirundeng International
Conference on Islamic Studies, 2021, 387-402.
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3. Teori Siyasah syar’iyyah (Ibn Taymiyyah)

Siyasah syar’iyyah merupakan suatu konsep dalam Islam yang membahas
tentang pengelolaan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan prinsip-
prinsip syariat Islam. Secara etimologis, kata siyasah berarti mengatur, mengurus, atau
mengelola, sedangkan syar iyyah berasal dari kata syar’i yang berarti sesuai dengan
hukum atau ketentuan syariat. Dengan demikian, Siyasah syar’iyyah dapat diartikan
sebagai pengaturan dan pengelolaan urusan publik sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip
hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan umat (maslahah al- ‘ammah). Menurut
pandangan ulama klasik seperti lbn Taymiyyah, Siyasah syar’iyyah adalah setiap
kebijakan yang ditempuh oleh penguasa atau pihak yang memiliki otoritas dengan
tujuan menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan umum, dan menghindarkan
kerusakan, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan
Hadis. Artinya, Siyasah syar’iyyah tidak hanya berkaitan dengan hukum formal
pemerintahan Islam, tetapi juga meliputi aspek moral, sosial, dan kemanusiaan dalam
mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif konseptual, teori Siyasah syar’iyyah berfungsi sebagali
pedoman normatif bagi tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat yang
berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Siyasah
syar’iyyah menegaskan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan bukanlah tujuan, tetapi

sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat. Seorang pemimpin dalam

2 Yazid Haji Maarof and Mohamad Kamil Ab Majid, Politik Perspektif Islam:(Siyasah
Syar’iyyah) (Malaysian Institute of Translation & Books, 2019).
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pandangan Siyasah syar iyyah harus berperan sebagai pelayan masyarakat (khadim al-
ummah) yang memikul amanah besar untuk menegakkan keadilan, memelihara
ketertiban, serta mengupayakan ksesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa
diskriminasi. Prinsip-prinsip dasar dalam teori ini meliputi nilai keadilan (‘adl),
musyawarah (syura), tanggung jawab (amanah), dan kemaslahatan (maslahah), yang
semuanya menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan yang ideal menurut
Islam. Dengan demikian, teori ini menempatkan hukum dan moral sebagai dasar utama
dalam setiap kebijakan publik dan pengelolaan kehidupan sosial.

Dalam konteks kehidupan sosial modern, Siyasah syar’iyyah tidak terbatas
pada ranah politik formal atau pemerintahan saja, tetapi juga meliputi berbagai bidang
kehidupan sosial, termasuk kegiatan kemasyarakatan dan kepemudaan. Prinsip-prinsip
Siyasah syar’iyyah dapat diterapkan dalam pengelolaan organisasi sosial seperti
Karang Taruna, di mana para pemuda berperan dalam menjalankan tanggung jawab
sosial dan pembangunan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemuda yang aktif
dalam kegiatan sosial pada hakikatnya menjalankan fungsi siyasah, yaitu mengatur dan
mengelola urusan masyarakat demi kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, tanggung
jawab sosial pemuda melalui wadah Karang Taruna dapat dipandang sebagai bentuk
penerapan prinsip Siyvasah syar’iyyah, karena mencerminkan semangat pengabdian,
keadilan sosial, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.

Suatu kebijakan maupun tradisi dalam masyarakat dapat diterima dalam
perspektif hukum Islam apabila mengandung nilai kemaslahatan, tidak bertentangan

dengan prinsip-prinsip syariat, serta mampu memberikan manfaat bagi kehidupan
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masyarakat. Prinsip kemaslahatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penerapan
konsep siyasah syar'iyyah yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan
utama kebijakan.?®

Teori Siyasah syar iyyah memberikan landasan normatif bahwa setiap individu,
termasuk pemuda, memiliki peran dalam imarat al-ardh (memakmurkan bumi) dan
tahgiq al-maslahah (mewujudkan kemaslahatan). Oleh karena itu, keterlibatan pemuda
dalam kegiatan sosial, pembangunan desa, dan peningkatan kinerja pemerintah desa
merupakan wujud nyata dari pelaksanaan nilai-nilai Siyasah syar iyyah di tingkat lokal.
Dengan menerapkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab, pemuda tidak
hanya berpartisipasi dalam pembangunan fisik, tetapi juga turut menegakkan nilai
moral dan spiritual dalam tata kehidupan masyarakat. Secara konseptual, teori Siyasah
syar iyyah dengan demikian menjadi kerangka yang sangat relevan untuk menganalisis
peran pemuda dalam konteks sosial dan pemerintahan desa, karena menekankan bahwa
pengelolaan kehidupan bersama harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai syariat,

kemaslahatan, dan keadilan sosial yang universal.*°

2 Achmad Musyahid Idrus, Roswati Nurdin, Rahman Qayyum, Patimah Halim, dan
Rahmah Amir, "The Tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar Community
Marriage: A Study of Islamic Law Philosophy," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum
Islam, Vol. 7, No. 2, 2023.

% Nurul Yuliana, Nazwa Rahmadani, and Meyvina Putri, “Kepemimpinan Dalam Perspektif

Siyasah Syar’iyyah: Relevansi Konsep Imamah Dan Demokrasi Modern,” Equality: Law and Social 1,
no. 1 (2025): 34-40.
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C. Kerangka Konseptual
1. Responsibilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "responsibilitas”
didefinisikan sebagai berikut:

Tanggung jawab (kewajiban, tugas, dsb.) atas sesuatu yang harus dilakukan
atau dijaga Responsibilitas merupakan pemaknaan umum tentang tanggung jawab.
Pemaknaan yang lebih khusus adalah liabilitas. Istilah “liabilitas” sering kali dialih
bahasakan menjadi “tanggung gugat” yaitu tanggungjawab secara hukum. Kata-kata
dalam bahasa hukum, seperti corporate liability, liability based on fault, atau strict
liability. Semua kata liability tersebut mengacu pada pertanggungjawaban dari aspek
hukum. Responsibilitas merupakan pemenuhan kewajiban atau kepedulian saat
membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggung jawab juga merupakan fakta
bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu. Responsibilitas mempunyai arti
sebagai adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan
kepada seseorang. Responsibilitas ini lebih memfokuskan kepada perasaan memiliki
tugas untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Oleh karena
itu, seseorang yang memberi tugas adalah orang yang memiliki wewenang atas orang
tersebut.?

Menurut Ndraha menyebutkan Responsibility (tanggungjawab) berasal dari

akar kata latin respons (us). Lebih jauh Ndraha menjelaskan bahwa tanggung jawab

31 Ria Widianti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepercayaan Muzaki Terhadap Lembaga
Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Di Kota Metro” (IAIN Metro, 2021).
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merupakan salah satu mata rantai, dan mata rantai terpenting, yang berhubungan
dengan perintah, janji (commitment), dan status, dengan percaya dalam hubungan
pemerintahan. Sejalan dengan di atas, Dwiyanto menyebutkan tentang responsibilitas
adalah menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan
organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu, responsibilitas bisa saja
pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.3?

Menurut Azheri, responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas
suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan.
Kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan
memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang
ditimbulkan.*® Sedangkan menurut Pinto, menyatakan responsibilitas ditunjukan pada
indikator penentu atas lahirnya suatu tanggungjawab, yaitu suatu standar yang telah
ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip
tanggungjawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang
harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk menanggung segala resiko yang

didasarkan atas moral tersebut.

%2 A H Rahadian and Bambang Rusantono, “Pengaruh Responsibilitas Dan Sikap Kerja
Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor,”
Transparansi: Jurnal llmiah lImu Administrasi 7, no. 2 (2015): 123-41.

3 Adythia Dharmawan, “Responsibilitas masyarakat terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah
sistematis lengkap tahun 2018 (Studi Di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten
Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat)” (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2021).
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Dalam makna responsibilitas, jika tanggungjawab itu belum ada
pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum. Penekanan prinsip
responsibilitas yaitu didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang berlaku dan
melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada masyarakat dengan tidak
melakukan tindakantindakan yang merugikan masyarakat. Penerapan prinsip ini harus
dengan kesadaran dimana tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya
wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara profesional dan
menjunjung etika.3*

2. Pemuda dan Karang Taruna
a. Pengertian Pemuda

Pemuda adalah seorang individu yang apabila dilihat secara fisik sedang
mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan

Emosional, sehingga bisa dikatakan bahwa pemuda merupakan sumber daya
manusia pembangunan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Pemuda juga disebut sebagai calon generasi penerus yang akan menggatikan
generasi sebelumnya. Internasional WHO menyebut sebagai “young people” dengan
batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut adolescenea” atau remaja.
International Youth Year yang diselenggarakan tahun 1985, mendefinisikan penduduk

berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009

3 Ratna Cahya, Dini Yuliani, and i Sujai, “Responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten
Ciamis Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Omnibus Law,” Jurnal Otonomi 1, no. 1 (2024):
59-71.
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tentang Kepemudaan ialah pengakuan sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah
mencatat peran penting pemuda yang dimulai dari pergerakan Budi Utomo, Sumpah
Pemuda Tahun, Proklamasi kemerdekaan, pergerakan pemuda, pelajar, dan mahasiswa
tahun 1966, sampai dengan pergerakan mahasiswa yang telah membawa bangsa
Indonesia mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan,
pembaruan, dan pembangunan bangsa.*
b. Pengertian Karang Taruna

Secara Bahasa, Karang Taruna berasal dari dua suku kata, yakni Karang dan
Taruna. Karang berarti tempat dan Taruna berarti pemuda atau remaja Jadi, Karang
Taruna dapat diartikan sebagai tempat berkumpulnya para pemuda atau remaja untuk
beraktivitas atau melakukan kegiatan.3®

Karang Taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah
dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat
terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang

kesejahteraan sosial.>’

% Ersas A Gahung, T A M Ronny Gosal, and Frans Singkoh, “Peran Pemerintah Dalam
Pemberdayaan Pemuda Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara,” Jurnal
Eksekutif 1, no. 1 (2017).

% Gerald B Lainsamputty, Juliana Lumintang, and Evelin J R Kawung, “Kajian Pemuda Karang
Taruna Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat,” Holistik, Journal Of Social and Culture, 2019.

3" Febri Fajar Pratama and Rahmat Rahmat, “Peran Karang Taruna Dalam Mewujudkan
Tanggung Jawab Sosial Pemuda Sebagai Gerakan Warga Negara,” Jurnal Civics: Media Kajian
Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 170-79.



30

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang bersifat
local yang berada dibawah naungan Departemen Sosial (DEPSOS). Keberadaan
Karang Taruna terdapat hampir di seluruh Indonesia, disesuaikan dengan keadaan
daerah masing-masing.3

Pengertian Karang Taruna menurut Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 77/HUK/2010 Tentang pedoman Dasar Karang Taruna, Pasal
Menyebutkan bahwa, “Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagali
wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan
berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di
bidang usaha kesejahteraan sosial”

Adapun Tujuan Karang Taruna Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7
poin ketiga (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala
Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi

muda.?

% Tke Widyawati, “Pendidikan Karakter Di Karang Taruna: Studi Strategi Penanaman Nilai-
Nilai Karakter Pemuda Desa Melalui Karang Taruna Madya Karya Di Desa Sukodadi Wagir Malang”
(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

% Maslakhul Falaq and Moh Sa’diyin, “Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Generasi
Muda Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 (Studi Kasus Karang Taruna Galow
Tunas Bangsa Desa Lowayu Kecamtan Dukun Kabupaten Gresik Tahun 2022),” JOSH: Journal of
Sharia 2, no. 01 (2023): 44-50.
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3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga
kemasyarakatan desa (LKD)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga
kemasyarakatan desa (LKD) adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 29 Maret 2018, dan peraturan ini secara
resmi diberi judul "Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa". Pada intinya, peraturan ini berfungsi sebagai
pembaruan atau revisi terhadap Permendagri Nomor 15 Tahun 2017 yang sebelumnya
sudah mengatur tentang cara-cara menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
yang biasa disingkat sebagai APBDes. APBDes itu sendiri adalah dokumen penting
yang menjadi panduan bagi setiap desa di Indonesia untuk merencanakan dan
mengelola keuangan mereka secara tahunan, sesuai dengan semangat Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan lebih banyak kewenangan
kepada desa-desa untuk mengatur urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal
pembangunan dan pengelolaan dana. Peraturan menteri dalam negeri ini tidak bisa
dilepaskan dari kebutuhan untuk menyesuaikan aturan-aturan lama dengan
perkembangan baru di bidang regulasi dan praktik di lapangan. Setelah Undang-
Undang Desa mulai berlaku, ada beberapa peraturan pemerintah yang turut diperbarui,
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian
diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan undang

— undang desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan
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kedua atas PP Nomor 43 tahun 2014 mengenai peraturan pelaksanaan undang — undang
desa, yang semuanya berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Permendagri ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi dalam
pengelolaan keuangan desa, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan mencegah
masalah seperti penyelewengan dana atau ketidakcocokan antara anggaran yang dibuat
dengan kebutuhan nyata di desa. Akibatnya, peraturan ini secara resmi mencabut
beberapa bagian dari Permendagri sebelumnya dan memperkenalkan perubahan-
perubahan yang membuat proses penyusunan APBDes menjadi lebih lentur, lebih
melibatkan masyarakat, dan lebih selaras dengan prinsip otonomi desa yang
diinginkan.*
4. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja adalah proses sistematis dan berkelanjutan untuk
memperbaiki kemampuan, efektivitas, serta efisiensi individu, kelompok, atau
organisasi dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks pemerintahan, peningkatan kinerja berarti upaya yang dilakukan untuk
memperbaiki kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas aparatur, dan
memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintah memberikan hasil yang nyata dan

bermanfaat bagi masyarakat.**

40 Maksum Syahri Lubis, “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun
2017 Tentang Penegasan Batas Daerah Di Kabupaten DeliSerdang Provinsi Sumatera Utara”
(Universitas Medan Area, 2023).

“1 Nova Dewi Eliza, Wardatuz Sobri, and Rani Nurul Laili Herzegovina, “Strategi Peningkatan
Kinerja Pegawai Pada Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Di Kantor Kecamatan Rowokangkung,”
Transparansi: Jurnal llmiah [Imu Administrasi 8, no. 1 (2025): 24-33.
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Secara teoritis, kinerja (performance) merupakan hasil atau prestasi kerja
seseorang atau lembaga dalam melaksanakan fungsi sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan.*?

Menurut Sedarmayanti, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh
seseorang atau kelompok dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawabnya, guna mencapai tujuan organisasi secara legal dan sesuai dengan etika.*

Dengan demikian, peningkatan Kinerja berarti adanya perubahan positif dalam
cara kerja, produktivitas, serta hasil akhir dari suatu kegiatan, baik secara kuantitatif
maupun kualitatif.*

Dalam perspektif administrasi publik, Dwight Waldo menegaskan bahwa
peningkatan kinerja pemerintah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak program
dilaksanakan, tetapi juga dari tingkat keberhasilan pemerintah dalam memberikan
pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan
masyarakat. Artinya, peningkatan kinerja pemerintahan desa mencakup kemampuan
pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, menjalankan program pembangunan,

serta menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif dengan masyarakat.*

42 Wahyudin Maguni and Haris Maupa, “Teori Motivasi, Kinerja Dan Prestasi Kerja Dalam Al-
Quran Serta Pleksibilitas Penerapannya Pada Manajemen Perbankan Islam,” Li Falah: Jurnal Studi
Ekonomi Dan Bisnis Islam 3, no. 1 (2018): 100-124.

4 Mukhlis Catio and Denok Sunarsi, “Analisa Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja Dan
Motivasi Terhadap Kinerja Guru Pada SMK Sasmita Jaya 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan,”
Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi 17, no. 02 (2020): 16-26.

4 Zinda Setyawati, Jaizatul Husniyah Mashdugi Iza, and Iriani Ismail, “Manajemen Kinerja
Dalam Konteks Pengembangan Sdm pada Organisasi : Menghubungkan Tujuan Organisasi Dengan
Pencapaian Individu,” Jurnal Media Akademik (JMA) 2, no. 12 (2024).

4 S Hildawati et al., “Sistem Administrasi Negara,” n.d.
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Sementara menurut Mangkunegara, peningkatan Kinerja juga terkait erat
dengan motivasi, kemampuan, dan kesempatan untuk bekerja lebih baik. Peningkatan
kinerja tidak bisa dilepaskan dari pembinaan sumber daya manusia, pemberian
tanggung jawab yang jelas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta
pelaksanaan program pembangunan.*®

Jadi, peningkatan kinerja pada hakikatnya adalah upaya menyeluruh untuk
mendorong perubahan menuju kualitas kerja yang lebih tinggi melalui penguatan
sistem, peningkatan kemampuan pelaku, serta perbaikan lingkungan kerja yang
mendukung tercapainya hasil yang optimal bagi organisasi dan masyarakat.

5. Desa dan Pemerintah Desa
a. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari Bahasa sansekerta, deca yang artinya
tanah, air, tanah asal, tanah kelahiran. Secara geografis desa merupakan kesatuan
masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengurus rumah tangganya
berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional
dan berada di daerah kabupaten.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia desa merupakan wilayah yang dihuni
oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh

Kepala Desa), Sekelompok rumah yang diluar kota yang merupakan kesatuan

4 Nur Aisyah, “Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep & Studi
Kasus” (CV AA Rizky, 2021).
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kampung, dusun, Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota),
Tempat, tanah, daerah.*’

Menurut H.A.W Widjaja desa merupakan sebagai kesatuan masyarakat hokum
yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa Dalam
hal ini desa sebagai tempat berdirinya Organisasi Karang taruna dima na didalamnya
terdapat masyarakat yang secara tidak langsung juga menjadi anggota dari karang
taruna desa. Desa sebagai wadah berkumpulnya seluruh anggota karang taruna guna
membahas segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan serta pemberdayaan
masyarakat desa.*®

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa atau biasa disingkat dengan LKD menjadi wadah
partisipasi masyarakat, sebagai Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa.*

Sebagaimana termuat dalam dalam Bagian Ketiga Pasal 6 Permendagri Nomor
18 Tahun 2018 tentang LKD, bahwa jenis LKD paling sedikit meliput :

1) Rukun Tetangga;

2) Rukun Warga;

47 Sugiman Sugiman, “Pemerintahan Desa,” Binamulia Hukum 7, no. 1 (2018): 82-95.

48 Hasan Mahfud, “Hubungan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan Tahun
2011-2015” (UIl Yogyakarta, 2016).

4 A Putri Sasmita, “Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari Siyasah Idariyah” (Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo, 2023).
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3) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
4) Karang Taruna;
5) Pos Pelayanan Terpadu;
6) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
Organisasi kepemudaan dalam membangun karakter pemuda sesuai pada pasal
43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang kepemudaan, menjelaskan bahwa
organisasi kepemudaan harus memiliki keanggotaan, kepengurusan, tata laksana
kesekretariatan dan keuangan, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
b. Pemerintah Desa
Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk membuat
dan menjalankan aturan dan undang-undang dan segala hukum yang berlaku dalam
wilayah tertentu. Adapun dalam wilayah tertentu termasuk di dalamnya pemerintah
desa. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Antara pemerintah
dan pemerintahan saling beriringan yang dimana pemerintahan merupakan proses
penyelenggaranya kemudan pemerintah yang merupakan subjek yang menjalankan
penyelenggara tersebut. Dalam masyarakat umum dalam sebuah desa pemerintah desa
juga biasa disebut dengan perangkat Desa yang dalam pemenuhan perangkat desa

terdapat kepala Desa dan anggota-anggotanya.®!

% Sevli Harti Ponto Ponto, “Peran Karang Taruna Berdasarkan Permendagri nomor 18 Tahun
2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai
Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu” (IAIN Palopo, 2024).

51 Sugiman, “Pemerintahan Desa.”
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Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik perbuatan hukum publik
maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta benda serta bangunan yang dapat
dijadikan objek untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan. Kepastian hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terwujud apabila pembagian kewenangan
setiap lembaga dilakukan secara jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.®?

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dalam hal
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibentuk Badan Permusyarawatan Desa (BPD)
atau sebutan lain yang sesuai dengan kebiasaan kebudayaan di desa setempat. Badan
Permusyarawatan Desa (BPD) berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa, contohnya dalam pembuatan dan pelaksanaan
Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala
Desa.>?

Dalam hakikatnya kepala desa harus melakukan sebuah pembangunan yang
menguntungkan masyarakatnya tanpa adanya masyarakat lain yang dirugikan. Hakikat
dari pembangunan adalah perubahan yang terencana, dilakukan dengan cara terus

menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah dicita-citakan sebelumnya.>*

52 Sri Wahyuni dan Rusdianto, "Kepastian Hukum Hak Pengelolaan Taman Wisata
Alam Lejja Kabupaten Soppeng Perspektif Siyasah Tasyri‘iyyah,” Jurnal Sultan: Riset Hukum
Tata Negara, Vol. 3, No. 2, 2025.

% Undang-Undang Nomor, “Tahun 2014 Tentang Desa,” 6AD.

% Selni Paru, Markus Kaunang, and Ismail Sumampouw, “Peran Kepala Desa Dalam
Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu,” Jurnal Eksekutif 3, no. 3 (2019).
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D. Kerangka Pikir

RESPONSIBILITAS PEMUDA KARANG TARUNA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018
DALAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI

KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
( PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH)

v

Pelaksanaan tanggung jawab Faktor-faktor yang Analisis siyasah syar,iyyah
karang taruna menurut mempengaruhi kuat dan terhadap pelaksanaan tanggung
Permendagri Nomor 18 Tahun lemahnya koordinasi karang jawab pemuda karang taruna
2018 di Kecamatan Soppeng Riaja. taruna dengan pemerintah desa. dalam meningkatkan kinerja

Pemerintah Desa di Kecamatan
Soppeng Riaja Kabupaten Barru.

Teori Teori Teori
Pemberdayaan Peran dan Fungsi Siyasah Syar’lyyah
Masyarakat Desa Organisasi
- ==— Hasil Penelitian
<—

Gambar 1.1 Kerangka pikir
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METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (Field
Research). Dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris.

Penggunaan penelitian lapangan, pendekatan kualitatif, dan yuridis empiris
sangat penting untuk mendapatkan data yang valid, mendalam, dan kontekstual
sekaligus mengkaji aspek hukum yang melandasi peran pemuda dalam peningkatan
kinerja pemerintah desa secara lengkap dan autentik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bertempat

di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru.
2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan selama dua bulan dengan menyesuaikan
kebutuhan penelitian.
C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang implementasi tugas dan fungsi
Karang Taruna sesuai dengan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang lembaga
kemasyarakatan desa, yang mencakup peran Karang Taruna dalam membantu kepala
desa mengatasi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Selain

itu, kajian ini mengkaji tentang tanggung jawab nyata Karang Taruna dalam
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pembangunan desa serta pola kolaborasi yang terjalin dengan pemerintah desa. Dengan
menggunakan pendekatan siyasah syar’iyyah untuk menganalisis praktik tersebut,
menilai dari segi keadilan, amanah, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa
agar Karang Taruna dapat berperan efektif sebagai agen pembangunan sosial.
D. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh
keterangan yang diperoleh oleh informan dan berasal dari dokumen — dokumen baik
dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna mendukung
penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni
sumber data primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan
pemuda Karang Taruna, perangkat pemerintah desa (seperti kepala desa, sekretaris
desa), tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya di Kecamatan Soppeng Riaja.
Observasi langsung terhadap kegiatan pemuda Karang Taruna dan dokumentasi
kegiatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan adalah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen resmi yang didapatkan dari Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
lembaga kemasyarakatan desa dan peraturan lain terkait pemerintahan desa, Laporan

Kinerja pemerintah desa dan dokumentasi kegiatan Karang Taruna di Kecamatan
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Soppeng Riaja, Buku, jurnal, artikel, dan literatur yang membahas partisipasi
masyarakat, pemerintahan desa, dan perspektif siyasah syar iyyah
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang relevan. Untuk
mencapai tujuan ini, teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini
adalah penelitian lapangan (Field Research), yang berarti peneliti harus turun langsung
ke lapangan untuk mendapatkan informasi. Teknik ini memastikan bahwa informasi
yang diperoleh akurat, relevan, dan tidak menimbulkan masalah. Ada beberapa jenis
pengumpulan data berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Kamus llmiah Populer mendefinisikan observasi sebagai pengumpulan data
atau keterangan yang harus dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan
secara langsung ke tempat yang akan disediakan dan pengamatan yang teliti dan
sistematis, dilakukan berulang-ulang.

2. Wawancara (Interview )

Interview, juga dikenal sebagai wawancara, adalah situasi di mana seorang
pewawancara dan informan berbicara satu sama lain dengan tujuan mendapatkan
informasi yang diharapkan tentang responden dengan cara yang paling efisien dan tidak
bias.

Peneliti menggunakan metode wawancara (Interview), untuk mendapatkan data
secara langsung karena:

a. Peneliti dapat berbicara secara langsung dengan informan;
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b. Peneliti dapat menerima penjelasan terperinci yang relevan dengan penelitian;
c. Peneliti akan menjadi lebih akrab dengan subjek penelitian;
d. Peneliti dapat memperoleh data yang benar dan terhindar dari salahnya hasil dari
observasi.

wawancara yang bersifat mendalam dan tidak terstruktur digunakan untuk
memperoleh informasi langsung dari narasumber seperti pemuda Karang Taruna,
aparat pemerintah desa, dan tokoh masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan
tanggung jawab dan peran pemuda dalam pemerintahan desa. Wawancara ini
memungkinkan penggalian data kualitatif yang kaya akan konteks sosial dan nilai-nilai
agama yang menjadi fokus perspektif siyasah syar iyyah.
3. Dokumentasi

Selain melalui pengamatan dan interview, informasi juga dapat diperoleh dari
informasi yang tersimpan dalam surat, catatan harian, hasil rapat, cenderamata, jurnal
kegiatan, dan arsip foto. Dokumentasi data dapat digunakan untuk menggali informasi
tentang peristiwa masa lalu. Sehingga dokumen tersebut tidak menjadi benda yang
tidak berguna, peneliti harus memiliki kepekaan teoritis untuk menggunakannya.

Dokumentasi adalah daftar peristiva masa lalu. Ini dapat berupa tulisan,
gambar, atau karya seni monumental yang dibuat oleh individu. Ini dapat berupa
tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan (biografi), cerita, peraturan,
kebijakan, dll., atau gambar, seperti foto, sketsa, dll. Pada dasarnya, studi dokumen
mendukung penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian karena

hasil penelitian yang berasal dari wawancara atau observasi akan lebih dapat dipercaya
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atau kredibel jika didukung oleh pengalaman pribadi dari masa kecil, sekolah, tempat
kerja, masyarakat, dan autobiografi. Peneliti dapat mengumpulkan tulisan, foto, atau
karya besar yang terkait atau mendukung subjek penelitian mereka dengan
menggunakan metode ini.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen-
dokumen resmi seperti Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, laporan Kinerja desa,
catatan administrasi desa, serta literatur atau kajian terkait siyasah syar’iyyah dan
partisipasi masyarakat. Dokumentasi memberikan data pendukung yang kuat untuk
analisis normatif dan empiris dalam penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk meningkatkan
kepercayaan pembaca terhadap data yang dikumpulkan apakah data tersebut sesuai
dengan hasil penelitian dan peristiwa yang terjadi di lapangan supaya data tersebut
dapat akurat. Untuk mengetahui apakah hasil penelitian (produk) benar, peneliti perlu
melakukan pemeriksaan keabsahan data.

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas adalah uji reabilitas yang didasarkan pada kepercayaan pada
data yang diperoleh selama penelitian kualitatif. Ini dilakukan sejak awal penelitian
untuk mengevaluasi keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan
dianalisis. Agar hasil penelitian dapat disesuaikan dengan konteksnya, penelitian harus

lulus tahap kredibilitas, antara lain:
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a. Perpanjangan waktu penelitian
Peneliti menggunakan instrumen penelitian kualitatif. Keterlibatan yang
signifikan, komitmen dan partisipasi peneliti sangat penting untuk menentukan
kredibilitas dan kepercayaan data. Jika data yang dikumpulkan tidak meyakinkan atau
tidak dapat dipercaya, peneliti harus mengetahui dan mengenali kapan harus
menghentikan penelitian kualitatif. Jika tidak, peneliti harus memperpanjang masa
penelitian lapangan dan terus mengumpulkan data baru untuk memenuhi persyaratan
sambil meninjau, memeriksa, dan menganalisis data yang ada.
b. Meningkatkan ketekunan pengamatan
Melalui observasi yang berkelanjutan dan serius, peneliti dapat memperluas
pemahaman mereka tentang fenomena sosial yang mereka pelajari. Karena banyak
fenomena sosial yang tersembunyi atau "tidak terlihat" dan sulit untuk dipahami hanya
melalui wawancara, penelitian kualitatif harus menggunakan teknik observasi.
c. Triangulasi
Triangulasi adalah perbandingan data atau sumber data dengan cara dan waktu
yang berbeda. Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi kumpulan data dan triangulasi
sumber. Beberapa sumber (multiple sources) dan variasi informasi yang sama dapat
digunakan untuk melakukan triangulasi ini. Menggunakan metode yang berbeda dapat
berarti bahwa pada tahap pertama informasi dikumpulkan pada satu aspek dan pada

tahap berikutnya informasi dikumpulkan pada aspek yang lain.
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d. Pengumpulan Data (Member Check)

Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dipertukarkan dan hasilnya dapat
diperiksa kembali oleh kelompok lain. Hasilnya kemudian diperiksa kembali dengan
kelompok lain dari mana data dikumpulkan.

e. Analisis kasus negatif

Dalam analisis kasus negatif, tujuan utamanya adalah menemukan data yang
bertentangan dengan data sebelumnya. Jika hanya terdapat sedikit perbedaan, maka
data yang ditemukan dapat dipercaya.

f.  Gunakan referensi yang benar

Keyakinan akan keakuratan data dan informasi yang dikumpulkan akan
semakin kuat ketika bahan referensi yang akurat disediakan. Laporan tertulis
berdasarkan hasil penelitian atau hasil kerja lapangan atau diskusi tertulis dari data
tertulis harus dibandingkan dengan pendapat para ahli dalam referensi yang
dikumpulkan.

2. Uji Dependabilitas (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, hal ini juga disebut sebagai dependabilitas.
Dependabilitas adalah ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi prosedur penelitian
yang telah ditetapkan. dependabilitas dapat diuji dengan cara memeriksa seluruh proses
penelitian secara keseluruhan. Hasil penelitian ini tidak dapat dikatakan berhasil jika
tidak dapat menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian yang dilakukan adalah

nyata.
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Metode untuk menguji dependabilitas adalah melalui audit yang dilakukan oleh
auditor independen atau badan pengawas berdasarkan serangkaian pemeriksaan.
Misalnya, bagaimana peneliti mulai memahami masalah dan tujuan penelitian, langkah
apa yang digunakan untuk pengumpulan data, bagaimana keabsahan data ditentukan,
bagaimana data dianalisis, dan bagaimana kesimpulan ditarik. Jika peneliti tidak
memahami bidang atau proyek penelitiannya, maka kepercayaan mereka dapat
dipertanyakan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber-sumber lain, sehingga dapat
mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses
analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting
dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada
orang lain.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dimulai
sejak perumusan dan penjelasan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung
terus menerus sampai hasil penelitian selesai ditulis. Analisis data di sini menjadi
panduan bagi penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan selama proses di lapangan

bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun teknik analisis data yang digunakan
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dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Teknik-teknik analisis datanya
adalah sebagai berikut:
1. Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah mengurangi atau menyederhanakan data untuk
memenuhi persyaratan dan, tentu saja, untuk mempermudah memperoleh informasi.
Data dikumpulkan dari berbagai sumber, misalnya melalui pengamatan langsung di
lokasi, wawancara, survei dan kepuasan pelanggan, tentu saja dalam format yang
kompleks. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menjadi data yang sangat
penting, kurang penting dan tidak penting.Data yang dikategorikan dalam kelompok
tidak penting dapat dibuang dengan aman atau tidak digunakan. Peneliti juga dapat
membuang data yang tidak penting dan menyimpan data yang penting, tergantung pada
kebutuhan peneliti. Hal ini memudahkan proses menuju tujuan untuk mendapatkan
informasi yang bermakna, jelas, dan memecahkan masalah.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah reduksi data selesai, berbagali jenis analisis data kualitatif beralih ke fase
penyajian data atau visualisasi. Seperti namanya, fase ini memungkinkan peneliti untuk
menyajikan data yang telah disederhanakan atau direduksi pada fase sebelumnya.Data
dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti bagan, diagram, piktogram, dan lainnya.
Tujuan dari menganalisis data kualitatif adalah untuk menyajikan data dengan cara
yang jelas, sistematis dan terorganisir sehingga kumpulan data dapat dikomunikasikan

dengan lebih mudah dan mengandung informasi yang jelas bagi pembaca.
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3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif.
Data dikumpulkan, disintesis, dan disajikan dengan menggunakan model atau metode
untuk menarik kesimpulan. Informasi Klasifikasi ini dapat digunakan dalam laporan
penelitian dan dimasukkan ke dalam bagian klasifikasi. Dengan kata lain, pada tahap
di mana kesimpulan ditarik, pembaca laporan penelitian juga dapat menemukan
hasilnya. Ketika semua informasi yang tersedia ditafsirkan, dievaluasi, atau disajikan

dalam format yang mudah dipahami, keputusan baru dapat diambil.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari data yang didapatkan sebagaimana
permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah diatas.

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Karang Taruna Menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 di Kecamatan Soppeng Riaja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yang
terdiri dari camat Soppeng Riaja, ketua karang taruna kecamatan Soppeng Riaja, ketua
karang taruna desa Paccekke, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru, kasi
pemerintahan desa Batupute, kepala desa Siddo, serta kepala desa Lawallu, diperoleh
informasi bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang taruna di Kecamatan Soppeng
Riaja telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan
pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui
kegiatan gotong royong, pembinaan generasi muda, keterlibatan dalam kegiatan sosial
masyarakat, serta partisipasi aktif dalam membantu program pemerintah desa maupun
kecamatan. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki
posisi penting sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berfungsi membina generasi
muda agar memiliki kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan
masyarakat.

Salah satu bentuk pelaksanaan tanggung jawab karang taruna dapat dilihat dari

keterlibatan organisasi tersebut dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Hal ini
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sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amirullah S.H selaku Camat Soppeng Riaja
yang menyatakan bahwa:
Karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja cukup aktif membantu kegiatan
masyarakat dan pemerintah. Dalam berbagai kegiatan sosial, kerja bakti,
maupun kegiatan desa lainnya, para pemuda biasanya ikut membantu
pelaksanaan kegiatan tersebut. Kehadiran karang taruna juga sangat membantu
pemerintah dalam menggerakkan pemuda agar lebih peduli terhadap
lingkungan dan masyarakat sekitar.>
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa karang taruna memiliki
peranan penting dalam membantu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa
dalam melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan pemuda dalam
berbagai kegiatan menunjukkan bahwa karang taruna telah menjalankan tanggung
jawabnya sebagai organisasi sosial yang berfungsi membantu pembangunan
masyarakat serta meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kehidupan sosial.
Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan karang taruna tidak
hanya dipandang sebagai organisasi formal semata, tetapi juga sebagai wadah
pembinaan sosial yang mampu menggerakkan pemuda untuk lebih aktif dalam
kehidupan bermasyarakat. Selain itu, keterlibatan karang taruna dalam berbagai
kegiatan sosial mencerminkan adanya kerja sama yang baik antara organisasi
kepemudaan dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih
harmonis dan peduli terhadap kepentingan bersama. Hal senada juga disampaikan oleh

ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja ibu Kusmala Dewi ,A.Ma, yang

menyatakan bahwa:

% Amirullah S.H, Camat Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 5 Mei 2026.
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Kami berusaha menjalankan tanggung jawab organisasi dengan mengajak

pemuda untuk aktif dalam kegiatan sosial, kerja bakti, kegiatan olahraga,

kegiatan keagamaan, dan membantu masyarakat ketika ada kegiatan di desa.

Kami ingin supaya pemuda tidak hanya berkumpul tanpa arah, tetapi memiliki

kegiatan positif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.>®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki upaya yang
cukup besar dalam membina dan mengarahkan generasi muda agar terlibat dalam
kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kegiatan sosial dan kepemudaan yang
dilaksanakan menjadi sarana pembinaan karakter serta peningkatan rasa tanggung
jawab sosial pemuda terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, kegiatan tersebut juga
menjadi bentuk implementasi tanggung jawab karang taruna sebagaimana diatur dalam
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa. Melalui
kegiatan sosial dan kepemudaan, karang taruna berusaha membangun kesadaran
generasi muda agar mampu menjadi bagian dari solusi dalam kehidupan
bermasyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa organisasi karang taruna memiliki
fungsi edukatif dan preventif dalam membentuk perilaku sosial pemuda agar terhindar
dari pengaruh negatif di lingkungan sosial. Selain itu, bapak Hamzah selaku ketua
karang taruna Desa Paccekke juga menyatakan bahwa:

Pemuda di Desa Paccekke sering dilibatkan dalam kegiatan kebersihan

lingkungan, membantu kegiatan keagamaan, membantu masyarakat ketika ada

acara desa, dan ikut dalam kegiatan sosial lainnya supaya mereka memiliki rasa
peduli terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.®’

% Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei
2026.
" Hamzah, Ketua karang desa Paccekke, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang
taruna tidak hanya berfokus pada kegiatan organisasi semata, tetapi juga pada upaya
membangun kepedulian sosial generasi muda terhadap masyarakat dan lingkungan.
Keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial menjadi salah satu bentuk pembinaan
karakter yang bertujuan meningkatkan solidaritas, kerja sama, dan rasa tanggung jawab
sosial antar masyarakat. Selain itu, pelibatan pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan
juga memberikan pengalaman sosial yang dapat meningkatkan kemampuan mereka
dalam berorganisasi dan bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa
karang taruna memiliki kontribusi dalam membentuk generasi muda yang aktif, peduli,
dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial di lingkungannya. Sementara itu,
bapak Mutadayyin selaku ketua karang taruna Kelurahan Kiru-Kiru menyatakan
bahwa:

Kami selalu berusaha melibatkan pemuda dalam kegiatan kelurahan seperti

kerja bakti, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, dan kegiatan kepemudaan

lainnya agar pemuda lebih aktif dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap
lingkungan serta mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.>®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna di tingkat kelurahan
memiliki peran penting dalam membangun partisipasi sosial pemuda. Berbagai
kegiatan yang melibatkan generasi muda menjadi sarana untuk meningkatkan

kepedulian sosial, kerja sama, serta semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.

Selain itu, kegiatan tersebut juga membantu pemuda dalam mengembangkan

8 Mutadayyin, Ketua karang taruna Kelurahan Kiru-kiru, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei
2026.
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kemampuan sosial, kepemimpinan, dan organisasi. Dengan adanya kegiatan yang
bersifat positif dan melibatkan masyarakat, pemuda dapat membangun hubungan sosial
yang lebih baik dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa karang
taruna memiliki peranan strategis dalam membentuk generasi muda yang lebih aktif,
produktif, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, ibu
Sutriani selaku Kasi desa Batupute menyatakan bahwa:

Karang taruna cukup membantu pemerintah desa, terutama ketika ada kegiatan

gotong royong, kegiatan sosial, dan kegiatan kepemudaan. Pemuda biasanya

ikut membantu pelaksanaan kegiatan desa sehingga kegiatan tersebut dapat

berjalan lebih baik dan lebih tertib.>®

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan karang taruna memberikan dampak
positif terhadap pelaksanaan program pemerintah desa. Keterlibatan organisasi
kepemudaan dalam berbagai kegiatan masyarakat menjadi salah satu bentuk kerja sama
antara pemerintah desa dan generasi muda dalam mendukung pembangunan sosial di
lingkungan masyarakat. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam membantu kegiatan
desa menunjukkan adanya kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab terhadap
kepentingan bersama. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa karang taruna memiliki
fungsi sebagai penghubung antara generasi muda dan pemerintah desa dalam
membangun partisipasi masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak

Alfiyan selaku ketua karang taruna desa Siddo yang menyatakan bahwa:

Karang taruna memiliki peran penting dalam menggerakkan pemuda agar lebih
aktif dalam kegiatan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh kegiatan yang

%9 Sutriani, Kasi desa Batupute, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.
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negatif. Dengan adanya kegiatan karang taruna, pemuda memiliki wadah untuk
melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat.®°

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki fungsi
pembinaan terhadap generasi muda agar mampu mengembangkan potensi diri melalui
kegiatan yang positif dan bermanfaat. Pembinaan tersebut menjadi bagian penting
dalam meningkatkan kesadaran sosial, kedisiplinan, dan tanggung jawab pemuda
terhadap lingkungan masyarakat. Selain itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh karang
taruna juga berfungsi sebagai sarana pengembangan diri bagi generasi muda agar
mampu memanfaatkan waktu dan potensinya ke arah yang lebih produktif. Dengan
demikian, karang taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial, tetapi juga
sebagai sarana pembentukan karakter pemuda dalam kehidupan bermasyarakat.
Sementara itu, ibu Sartika Dewi selaku ketua karang taruna desa Lawallu menyatakan
bahwa:

Pelaksanaan kegiatan karang taruna sebenarnya sudah cukup baik, tetapi masih

perlu ditingkatkan karena ada beberapa pemuda yang kurang aktif mengikuti

kegiatan organisasi. Kadang kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan
maksimal karena partisipasi anggota masih kurang.5!

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab karang
taruna masih menghadapi beberapa hambatan, khususnya dalam meningkatkan
partisipasi aktif generasi muda. Kurangnya Kketerlibatan sebagian pemuda

menyebabkan beberapa program organisasi belum berjalan secara maksimal sesuai

dengan tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran dan

80 Alfiyan, Ketua karang taruna desa Siddo, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei 2026.
61 Sartika Dewi, Ketua karang taruna desa Lawallu, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei 2026.
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partisipasi anggota menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan
program karang taruna. Selain itu, kurangnya keterlibatan anggota juga dapat
memengaruhi efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsi sosial dan pembinaan
kepemudaan di lingkungan masyarakat.

Selain faktor partisipasi pemuda, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu
kendala dalam pelaksanaan kegiatan karang taruna. Hal senada juga disampaikan oleh
ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja ibu Kusmala Dewi ,A.Ma, yang
menyatakan bahwa:

Kadang program yang telah direncanakan belum terlaksana secara maksimal

karena keterbatasan dana kegiatan dan kurangnya dukungan dari sebagian

anggota. Beberapa kegiatan sebenarnya sudah direncanakan, tetapi
pelaksanaannya harus ditunda karena dana yang tersedia belum mencukupi.®?

Hal ini menunjukkan bahwa faktor pendanaan menjadi salah satu aspek penting
dalam mendukung keberlangsungan kegiatan organisasi karang taruna. Keterbatasan
anggaran dapat memengaruhi pelaksanaan program sosial, pembinaan pemuda, serta
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu,
kurangnya dukungan dari sebagian anggota juga menjadi hambatan dalam menjalankan
program organisasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih

baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi karang taruna agar kegiatan

kepemudaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

62 Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei
2026.
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Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung

jawab karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah berjalan melalui berbagai

kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Karang taruna berperan

aktif dalam membantu kegiatan pemerintah, membina generasi muda, serta

meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan tanggung

jawab tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya partisipasi

sebagian pemuda dan keterbatasan anggaran organisasi, sehingga pelaksanaan program

belum berjalan secara optimal.

Dari pembahasan di atas peneliti dapat membuat sebuat indikator tentang aktif

tidaknya karang taruna di ecamatan soppeng riaja sebagai berikut:

Tabel 4.1

Indikator Keaktifan Karang Taruna Soppeng Riaja

Indikator

Karang Taruna Aktif

Karang Taruna Tidak Aktif

Kehadiran dalam rapat

Rutin hadir

Jarang hadir

Kegiatan gotong royong

Selalu berpartisipasi

Jarang berpartisipasi

Kegiatan sosial

Terlibat sebagai pelaksana

Tidak terlibat

Program desa

Membantu pemerintah desa

Kurang berpartisipasi

Inisiatif

Memberikan ide dan tenaga

Pasif dan menunggu arahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang kemudian dianalisis

melalui indikator keaktifan dan ketidakaktifan anggota Karang Taruna, dapat

disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna di Kecamatan
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Soppeng Riaja pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Hal tersebut
dibuktikan dengan keterlibatan aktif Karang Taruna dalam berbagai kegiatan sosial
kemasyarakatan, seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, pembinaan generasi
muda, kegiatan olahraga, kerja bakti, serta partisipasi dalam membantu pelaksanaan
program pemerintah desa dan kecamatan. Berbagai bentuk kegiatan tersebut
menunjukkan bahwa Karang Taruna telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya
sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat,

peningkatan kepedulian sosial, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan
tanggung jawab tersebut belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan indikator
ketidakaktifan, masih ditemukan sebagian anggota Karang Taruna yang kurang
berpartisipasi dalam kegiatan organisasi, tidak hadir secara rutin dalam rapat maupun
kegiatan sosial, serta belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap
pelaksanaan program kerja. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa kegiatan yang
telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara maksimal, terutama ketika organisasi
menghadapi keterbatasan jumlah anggota yang terlibat secara aktif dan keterbatasan

anggaran kegiatan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan analisis indikator

keaktifan anggota, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab Karang Taruna di
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Kecamatan Soppeng Riaja telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, namun tingkat implementasinya belum
sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi seluruh
anggota, penguatan komitmen organisasi, serta dukungan yang berkelanjutan dari
pemerintah desa agar seluruh tanggung jawab dan fungsi Karang Taruna dapat
dilaksanakan secara lebih efektif, merata, dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan
pembentukan organisasi sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan pada subbab ini difokuskan pada pelaksanaan tanggung jawab
Karang Taruna dalam kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berdasarkan hasil
penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan, diketahui
bahwa Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah melaksanakan berbagai
kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, kegiatan keagamaan, kegiatan
olahraga, serta membantu pelaksanaan program pemerintah desa dan kecamatan.
Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki peranan penting
sebagai organisasi sosial kepemudaan yang membantu pemerintah dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembinaan generasi muda.

Pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna tersebut sejalan dengan teori
pemberdayaan masyarakat menurut Edi Subarto yang menyatakan bahwa
pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan,

kesadaran, dan partisipasi masyarakat agar mampu terlibat secara aktif dalam
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pembangunan sosial. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya
berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi juga menekankan pada penguatan
kapasitas masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri. Dalam konteks
penelitian ini, keterlibatan Karang Taruna dalam berbagai kegiatan sosial menunjukkan
adanya upaya pemberdayaan generasi muda agar memiliki kepedulian sosial,
kemampuan bekerja sama, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat.

Selain itu, kegiatan sosial dan kepemudaan yang dilaksanakan Karang Taruna
juga mencerminkan dimensi empowering dalam teori pemberdayaan masyarakat.
Empowering merupakan upaya memperkuat kemampuan dan potensi masyarakat agar
mampu menjalankan peran sosialnya secara aktif. Melalui kegiatan gotong royong,
pembinaan pemuda, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan, Karang
Taruna berupaya meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam kehidupan sosial
masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Karang Taruna tidak hanya menjadi
organisasi formal kepemudaan, tetapi juga menjadi sarana pembinaan sosial yang
bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan masyarakat desa.

Di samping itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori peran dan fungsi
organisasi dari Chester I. Barnard yang menjelaskan bahwa organisasi merupakan
sistem kerja sama antara individu-individu yang dibentuk untuk mencapai tujuan
bersama. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa organisasi memiliki fungsi pembinaan,
koordinasi, dan pelaksanaan kerja sama antar anggota organisasi agar tujuan organisasi
dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, Karang Taruna telah

menjalankan fungsi organisasi melalui kegiatan sosial, pembinaan generasi muda, serta



60

keterlibatan aktif dalam membantu pemerintah desa melaksanakan program
kemasyarakatan.

Pelaksanaan fungsi organisasi tersebut dapat dilihat dari adanya kerja sama
antara pengurus Karang Taruna, anggota organisasi, pemerintah desa, dan masyarakat
dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial. Kegiatan yang dilaksanakan secara
bersama-sama menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki fungsi sosial yang cukup
penting dalam meningkatkan solidaritas, semangat gotong royong, dan partisipasi
masyarakat. Selain itu, Karang Taruna juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap
generasi muda agar memiliki kesadaran sosial dan mampu memanfaatkan waktu serta
potensinya ke arah yang lebih positif dan produktif.

Teori peran dan fungsi organisasi juga menjelaskan bahwa keberhasilan
organisasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif anggota organisasi dalam
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa
sebagian besar pemuda telah terlibat aktif dalam kegiatan Karang Taruna, meskipun
masih terdapat beberapa anggota yang kurang aktif mengikuti kegiatan organisasi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi organisasi Karang Taruna
belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan berupa
rendahnya partisipasi sebagian anggota organisasi.

Selain faktor partisipasi anggota, keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan
dalam pelaksanaan kegiatan Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja. Beberapa
program yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena

keterbatasan dana kegiatan. Dalam perspektif teori organisasi, keterbatasan sumber
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daya merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas organisasi
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan
yang lebih baik dari pemerintah desa maupun masyarakat agar kegiatan Karang Taruna
dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung
jawab Karang Taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah menunjukkan adanya
implementasi teori pemberdayaan masyarakat dan teori peran organisasi dalam
kehidupan sosial masyarakat desa. Karang Taruna telah berperan sebagai organisasi
sosial yang membantu pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat,
membina generasi muda, serta mendukung pelaksanaan berbagai program sosial
kemasyarakatan. Dengan demikian, keberadaan Karang Taruna memiliki posisi yang
strategis dalam mendukung pembangunan desa yang partisipatif, harmonis, dan
berorientasi pada kepentingan masyarakat secara umum

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kuat dan Lemahnya Koordinasi Karang
Taruna dengan Pemerintah Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Soppeng Riaja,
Ketua Karang Taruna Kecamatan Soppeng Riaja, Ketua Karang Taruna Desa
Paccekke, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru, Kepala Desa Batupute, Kepala
Desa Siddo, serta Kepala Desa Lawallu, diperoleh informasi bahwa koordinasi antara
karang taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja dipengaruhi oleh
beberapa faktor penting, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor

tersebut meliputi komunikasi, partisipasi anggota, dukungan pemerintah desa,
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ketersediaan anggaran, serta kesadaran pemuda dalam mengikuti kegiatan organisasi.
Seluruh faktor tersebut sangat menentukan kuat atau lemahnya hubungan kerja sama
antara karang taruna dan pemerintah desa dalam pelaksanaan program sosial
kemasyarakatan.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kuatnya koordinasi adalah
komunikasi yang baik antara karang taruna dan pemerintah desa. Hal ini sebagaimana
diungkapkan oleh bapak Amirullah S.H selaku Camat Soppeng Riaja yang menyatakan
bahwa:

Koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa akan berjalan baik apabila

komunikasi antara pengurus karang taruna, kepala desa, dan pihak kecamatan

terjalin secara terbuka dan berkesinambungan. Selama ini, kegiatan yang
berjalan dengan baik biasanya diawali dari komunikasi yang intens, baik
melalui pertemuan formal maupun diskusi informal, sehingga program yang
dilaksanakan bisa tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.®®

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi yang intensif
menjadi fondasi utama dalam membangun koordinasi yang efektif. Komunikasi yang
baik tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat dilakukan secara informal dalam
bentuk diskusi dan koordinasi lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik
komunikasi antara pemerintah dan karang taruna, maka semakin efektif pula
pelaksanaan program sosial dan kepemudaan di masyarakat. Hal senada juga
disampaikan oleh ketua karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja ibu Kusmala Dewi

,A.Ma, yang menyatakan bahwa:

Kami selalu berusaha menjaga komunikasi dengan pemerintah desa. Biasanya
sebelum kegiatan dilaksanakan, kami melakukan pertemuan terlebih dahulu

8 Amirullah S.H, Camat Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 5 Mei 2026.
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untuk membahas rencana kegiatan, pembagian tugas, serta kebutuhan yang

diperlukan di lapangan. Bahkan setelah kegiatan selesai, kami juga melakukan

evaluasi bersama agar ke depannya kegiatan bisa lebih baik lagi.®*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang baik tidak hanya
terjadi pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dan evaluasi
kegiatan. Hal ini memperlihatkan adanya pola kerja sama yang terstruktur antara
karang taruna dan pemerintah desa. Dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan,
setiap kegiatan dapat direncanakan dengan lebih matang dan dievaluasi untuk
perbaikan ke depan.

Selain komunikasi, dukungan pemerintah desa juga menjadi faktor penting
dalam memperkuat koordinasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh ibu Sutriani
selaku Kasi desa Batupute menyatakan bahwa:

Pemerintah desa pada dasarnya sangat mendukung kegiatan karang taruna

karena organisasi ini merupakan wadah bagi pemuda. Kami selalu memberikan

arahan, dukungan moral, dan juga membantu fasilitas jika dibutuhkan dalam
kegiatan sosial maupun kegiatan kepemudaan di desa.5®

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah desa
memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas kerja karang taruna. Dukungan
tersebut tidak hanya berupa materi, tetapi juga berupa arahan dan motivasi agar

organisasi kepemudaan dapat berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa

hubungan antara pemerintah desa dan karang taruna bersifat saling melengkapi dalam

64 Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei
2026.
8 Sutriani, Kasi desa Batupute, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.
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membangun masyarakat. Bapak Hamzah selaku ketua karang taruna Desa Paccekke
juga menyatakan bahwa:

Kalau pemerintah desa ikut mendukung dan terlibat langsung dalam kegiatan,

kami sebagai pengurus karang taruna juga merasa lebih semangat. Biasanya

kalau ada kegiatan desa seperti kerja bakti atau kegiatan sosial, pemerintah desa
turun langsung bersama kami, sehingga kegiatan itu terasa lebih ringan dan
mudah dilaksanakan karena dikerjakan bersama-sama.®

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan langsung pemerintah desa
memberikan dampak positif terhadap semangat kerja karang taruna. Partisipasi
bersama dalam kegiatan sosial menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat
hubungan koordinasi antara kedua pihak.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat yang menyebabkan
lemahnya koordinasi, salah satunya adalah kurangnya partisipasi anggota karang
taruna. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Sartika Dewi selaku ketua karang
taruna desa Lawallu yang menyatakan bahwa:

Sebenarnya koordinasi sudah dibangun dengan baik, tetapi kendalanya adalah

masih ada sebagian pemuda yang kurang aktif mengikuti kegiatan organisasi.

Kadang sudah dijadwalkan kegiatan, tetapi yang hadir hanya sedikit sehingga

pelaksanaannya tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang direncanakan

sebelumnya.®’

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa rendahnya partisipasi anggota

menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan koordinasi. Ketika anggota tidak aktif,

maka program yang telah direncanakan bersama pemerintah desa menjadi sulit untuk

 Hamzah, Ketua karang desa Paccekke, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.
67 Sartika Dewi, Ketua karang taruna desa Lawallu, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei 2026.
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dijalankan secara optimal. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Mutadayyin selaku
ketua karang taruna Kelurahan Kiru-Kiru yang menyatakan bahwa:

Memang ada sebagian pemuda yang kurang peduli dengan kegiatan organisasi.

Mereka lebih memilih kegiatan pribadi sehingga ketika ada kegiatan karang

taruna, jumlah yang hadir kadang tidak sesuai harapan. Hal ini membuat

koordinasi dengan pemerintah kelurahan juga sedikit terhambat karena tenaga
pelaksana di lapangan menjadi terbatas.%

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran pemuda dalam
berorganisasi masih menjadi tantangan. Kurangnya kepedulian sebagian anggota
berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kegiatan serta koordinasi dengan
pemerintah. Selain itu, faktor keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan penting
dalam koordinasi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Alfiyan selaku ketua
karang taruna desa Siddo yang menyatakan bahwa:

Kadang program sudah direncanakan bersama antara pemerintah desa dan

karang taruna, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal karena dana yang tersedia

terbatas. Akibatnya beberapa kegiatan harus ditunda atau disesuaikan dengan
kondisi anggaran yang ada.®®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi faktor
yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan. Tanpa dukungan anggaran yang
memadai, koordinasi yang sudah dibangun tidak dapat direalisasikan secara maksimal
di lapangan. Ibu Kusmala Dewi ,A.Ma selaku ketua karang taruna Kecamatan Soppeng

Riaja juga menambahkan bahwa:

Kami sebenarnya sudah berusaha membangun koordinasi dengan baik, tetapi
sering Kkali terkendala oleh dana kegiatan dan juga kesibukan anggota. Ada

8 Mutadayyin, Ketua karang taruna kelurahan Kiru-Kiru, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei
2026.
8 Alfiyan, Ketua karang taruna desa Siddo, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei 2026.
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anggota yang bekerja di luar sehingga sulit untuk selalu hadir dalam setiap

kegiatan, sehingga pelaksanaan program kadang tidak sesuai dengan jadwal

yang direncanakan.®

Pernyataan ini menunjukkan bahwa selain faktor dana, kesibukan anggota juga
menjadi kendala dalam menjaga konsistensi koordinasi. Hal ini berdampak pada
pelaksanaan program yang tidak selalu berjalan sesuai rencana awal.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kuat dan lemahnya
koordinasi antara karang taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komunikasi yang baik, dukungan pemerintah
desa, partisipasi anggota, kesadaran pemuda, keterbatasan anggaran, serta kesibukan
anggota. Komunikasi dan dukungan pemerintah desa menjadi faktor penguat
koordinasi, sedangkan rendahnya partisipasi, keterbatasan dana, dan kesibukan
anggota menjadi faktor penghambat yang menyebabkan koordinasi belum berjalan
secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Soppeng Riaja,
diketahui bahwa kuat dan lemahnya koordinasi antara Karang Taruna dengan
pemerintah desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor pendukung maupun
faktor penghambat. Faktor-faktor tersebut meliputi komunikasi, dukungan pemerintah
desa, partisipasi anggota, kesadaran pemuda dalam berorganisasi, keterbatasan

anggaran, serta kesibukan anggota organisasi. Seluruh faktor tersebut memiliki

0 Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei
2026.
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pengaruh yang cukup besar terhadap efektivitas kerja sama antara Karang Taruna dan
pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kuatnya koordinasi adalah
komunikasi yang baik antara pengurus Karang Taruna dan pemerintah desa.
Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kegiatan yang berjalan dengan baik
umumnya diawali dengan adanya komunikasi yang intensif, baik melalui pertemuan
formal maupun diskusi informal. Komunikasi tersebut dilakukan untuk membahas
perencanaan kegiatan, pembagian tugas, kebutuhan pelaksanaan program, hingga
evaluasi kegiatan setelah program selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa
komunikasi memiliki peranan penting dalam menciptakan hubungan kerja sama yang
harmonis antara organisasi kepemudaan dan pemerintah desa.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori peran dan fungsi organisasi dari Chester
I. Barnard yang menjelaskan bahwa organisasi merupakan sistem kerja sama yang
dibangun melalui komunikasi dan koordinasi antar anggota organisasi maupun dengan
pihak lain. Menurut teori tersebut, komunikasi merupakan unsur utama dalam menjaga
efektivitas organisasi karena melalui komunikasi yang baik, tujuan organisasi dapat
dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dalam konteks penelitian ini,
komunikasi yang terjalin antara Karang Taruna dan pemerintah desa menjadi dasar
terbentuknya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan program sosial
kemasyarakatan.

Selain komunikasi, dukungan pemerintah desa juga menjadi faktor penting

yang memperkuat koordinasi antara Karang Taruna dan pemerintah desa. Berdasarkan
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hasil penelitian, pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk arahan,
motivasi, keterlibatan langsung dalam kegiatan, serta bantuan fasilitas yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan program sosial dan kepemudaan. Dukungan tersebut memberikan
dampak positif terhadap semangat kerja pengurus dan anggota Karang Taruna karena
adanya perhatian dan kerja sama yang baik dari pemerintah desa.

Dalam perspektif teori peran dan fungsi organisasi, dukungan dari pihak
eksternal merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi.
Chester I. Barnard menjelaskan bahwa organisasi tidak dapat berjalan sendiri tanpa
adanya kerja sama dan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks penelitian
ini, pemerintah desa berperan sebagai mitra kerja Karang Taruna dalam mendukung
pelaksanaan program sosial kemasyarakatan. Hubungan kerja sama yang harmonis
tersebut menunjukkan adanya sinergi antara organisasi kepemudaan dan pemerintah
desa dalam mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat.

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa
faktor penghambat yang menyebabkan koordinasi antara Karang Taruna dan
pemerintah desa belum berjalan secara maksimal. Salah satu hambatan utama adalah
rendahnya partisipasi sebagian anggota Karang Taruna dalam mengikuti kegiatan
organisasi. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa masih terdapat sebagian
pemuda yang kurang aktif mengikuti kegiatan sehingga pelaksanaan program tidak
selalu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota sangat

memengaruhi efektivitas organisasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
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Hal ini sesuai dengan teori peran dan fungsi organisasi yang menjelaskan bahwa
keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif anggota organisasi
dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Ketika anggota
organisasi tidak menjalankan perannya secara aktif, maka koordinasi dan kerja sama
organisasi menjadi kurang efektif sehingga tujuan organisasi sulit tercapai secara
optimal.

Selain rendahnya partisipasi anggota, faktor kesibukan individu juga menjadi
hambatan dalam pelaksanaan koordinasi. Beberapa anggota Karang Taruna memiliki
aktivitas pekerjaan di luar desa sehingga tidak selalu dapat hadir dalam setiap kegiatan
organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah tenaga pelaksana kegiatan menjadi
terbatas dan beberapa program harus disesuaikan dengan kondisi anggota yang
tersedia. Dalam perspektif teori organisasi, kondisi ini menunjukkan adanya hambatan
internal yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan program organisasi.

Faktor lain yang memengaruhi lemahnya koordinasi adalah keterbatasan
anggaran kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa program yang telah
direncanakan bersama pemerintah desa dan Karang Taruna belum dapat dilaksanakan
secara maksimal karena dana kegiatan yang tersedia masih terbatas. Akibatnya,
beberapa kegiatan harus ditunda atau disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang
ada. Keterbatasan dana tersebut menunjukkan bahwa sumber daya organisasi memiliki
pengaruh yang cukup besar terhadap keberhasilan pelaksanaan program sosial

kemasyarakatan.
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Dalam teori peran dan fungsi organisasi dijelaskan bahwa keberhasilan
organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, tetapi juga
dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung seperti anggaran, fasilitas, dan
sarana organisasi. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, organisasi akan
mengalami kesulitan dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa, Karang
Taruna, dan masyarakat dalam mendukung kebutuhan organisasi agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kuat dan lemahnya
koordinasi antara Karang Taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja
dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu komunikasi, dukungan pemerintah
desa, partisipasi anggota, kesadaran pemuda, keterbatasan anggaran, dan kesibukan
anggota organisasi. Komunikasi dan dukungan pemerintah desa menjadi faktor
pendukung yang memperkuat koordinasi, sedangkan rendahnya partisipasi anggota,
kesibukan individu, dan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang
menyebabkan koordinasi belum berjalan secara optimal. Dengan demikian, diperlukan
upaya peningkatan komunikasi, partisipasi anggota, dan dukungan sumber daya agar
hubungan kerja sama antara Karang Taruna dan pemerintah desa dapat berjalan lebih

efektif dalam mendukung pembangunan masyarakat desa.
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C. Analisis Siyasah syar’iyyah terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Pemuda
Karang Taruna dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Kecamatan
Soppeng Riaja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Camat Soppeng Riaja,
Ketua Karang Taruna Kecamatan Soppeng Riaja, Ketua Karang Taruna Desa
Paccekke, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru, Kepala Desa Batupute, Kepala
Desa Siddo, serta Kepala Desa Lawallu, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan
tanggung jawab karang taruna dalam mendukung kinerja pemerintah desa di
Kecamatan Soppeng Riaja telah berjalan dalam berbagai bentuk kegiatan sosial
kemasyarakatan, kepemudaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut
mencakup kerja bakti, kegiatan kebersihan lingkungan, kegiatan sosial
kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, serta berbagai program desa yang melibatkan
partisipasi pemuda secara langsung di lapangan.

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, keterlibatan karang taruna dalam
mendukung kinerja pemerintah desa merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar
pemerintahan Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah)
melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan ini tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga bersifat sosial dan moral, yang dibangun atas dasar
amanah, tanggung jawab, dan tolong-menolong dalam kebaikan (ta’awun ‘ala al-birr
wa al-tagwa).

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bapak Amirullah S.H selaku camat

Soppeng Riaja yang menyatakan bahwa:
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Karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja pada dasarnya sudah sangat
membantu pemerintah desa maupun kecamatan dalam pelaksanaan berbagai
kegiatan sosial. Mereka terlibat langsung dalam kerja bakti, kegiatan
kebersihan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan juga membantu
program-program pemerintah di tingkat desa. Kehadiran pemuda ini sangat
penting karena tanpa keterlibatan mereka, banyak kegiatan pemerintah tidak
akan berjalan secara maksimal di lapangan.’

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki posisi yang
sangat penting dalam struktur sosial masyarakat desa. Keterlibatan mereka bukan
hanya sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam
mewujudkan program pembangunan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, hal ini
menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal
tanpa adanya dukungan masyarakat. Pemuda sebagai bagian dari masyarakat memiliki
peran vital dalam memperkuat implementasi kebijakan di tingkat akar rumput.

Hal ini juga menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan yang berbasis
kemaslahatan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat harus bersifat partisipatif,
bukan hierarkis semata. Pemerintah membutuhkan dukungan sosial, sementara
masyarakat membutuhkan arahan kebijakan yang jelas untuk mencapai kesejahteraan
bersama.

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Kusmala Dewi ,A.Ma selaku ketua
karang taruna Kecamatan Soppeng Riaja juga menambahkan bahwa:

Kami sebagai karang taruna berusaha menjalankan amanah organisasi dengan

sebaik mungkin. Dalam setiap kegiatan desa, kami selalu dilibatkan, baik dalam

kerja bakti, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, maupun Kkegiatan
kepemudaan. Kami juga berusaha untuk selalu hadir ketika pemerintah desa

"t Amirullah S.H, Camat Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 5 Mei 2026.
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membutuhkan tenaga dan partisipasi pemuda, karena kami menganggap hal ini
sebagai bagian dari tanggung jawab moral kami sebagai generasi muda.’?

Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran kolektif dalam diri
pemuda mengenai pentingnya peran mereka dalam masyarakat. Dalam perspektif
siyasah syar’iyyah, hal ini berkaitan dengan konsep amanah, yaitu tanggung jawab
yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Amanah dalam
konteks ini tidak hanya sebatas tanggung jawab organisasi, tetapi juga mencakup
tanggung jawab sosial untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam
mewujudkan kemaslahatan.

Kesadaran ini menunjukkan bahwa pemuda tidak hanya menjadi objek
pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang memiliki peran dalam menentukan
keberhasilan pembangunan di tingkat desa.

Bapak Hamzah selaku ketua karang taruna Desa Paccekke juga menyatakan
bahwa:

Di desa Paccekke, kami selalu melibatkan pemuda dalam setiap kegiatan desa,

seperti kerja bakti, kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, serta kegiatan

kemasyarakatan lainnya. Ketika pemuda dilibatkan, kegiatan menjadi lebih
ringan, lebih cepat selesai, dan masyarakat juga lebih antusias untuk ikut
berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda memberikan dampak

signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan pemerintah desa. Selain

mempercepat proses pelaksanaan, keterlibatan pemuda juga meningkatkan partisipasi

2 Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei
2026.
8 Hamzah, Ketua karang desa Paccekke, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.
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masyarakat secara keseluruhan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, hal ini
mencerminkan tercapainya tujuan utama pemerintahan, yaitu terwujudnya maslahah
‘ammabh.

Maslahah ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga bersifat sosial, yaitu
terciptanya solidaritas, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam masyarakat.
Dengan demikian, karang taruna tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan,
tetapi juga sebagai penguat struktur sosial masyarakat desa. Ibu Sutriani selaku Kasi
desa Batupute menyatakan bahwa:

Karang taruna sangat membantu pemerintah desa, terutama dalam kegiatan

gotong royong dan kegiatan sosial lainnya. Kehadiran pemuda sangat

membantu mempercepat pekerjaan di lapangan karena mereka memiliki tenaga
dan semangat yang tinggi. Tanpa mereka, kegiatan desa akan lebih berat dan
membutuhkan waktu yang lebih lama.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa karang taruna memiliki kontribusi
nyata dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah desa. Dalam perspektif
siyasah syar iyyah, hal ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan masyarakat
dalam menjalankan fungsi sosial pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang
kebijakan dan pemuda sebagai pelaksana di lapangan saling melengkapi dalam
mewujudkan tujuan pembangunan.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya beberapa

hambatan dalam pelaksanaan peran karang taruna. Hal ini di sampaikan oleh ibu

Sartika Dewi selaku ketu karang taruna desa Lawallu menyatakan bahwa:

4 Sutriani, Kasi desa Batupute, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei 2026.
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Sebenarnya peran karang taruna sudah cukup baik, tetapi masih ada sebagian
pemuda yang kurang aktif dalam kegiatan organisasi. Akibatnya, beberapa
program yang melibatkan karang taruna tidak berjalan maksimal karena
partisipasi anggota masih kurang dan tidak semua pemuda dapat terlibat secara
aktif.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi sebagian
pemuda menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi peran karang taruna.
Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, hal ini mencerminkan belum optimalnya
pelaksanaan prinsip tanggung jawab kolektif (mas ‘uliyyah jamaiyyah), di mana setiap
individu dalam masyarakat seharusnya memiliki peran aktif dalam mendukung
kemaslahatan bersama. Ketua Karang Taruna Kelurahan Kiru-Kiru juga menyatakan
bahwa:

Ada sebagian pemuda yang kurang peduli terhadap kegiatan organisasi,

sehingga ketika ada kegiatan dari pemerintah kelurahan yang melibatkan

karang taruna, jumlah yang hadir tidak sesuai harapan. Hal ini tentu
memengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan karena tenaga pelaksana
menjadi terbatas.’®

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran sosial sebagian pemuda masih
perlu ditingkatkan. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kondisi ini menunjukkan
adanya kelemahan dalam internalisasi nilai amanah dan tanggung jawab sosial.
Padahal, dalam sistem kemasyarakatan Islam, partisipasi aktif masyarakat merupakan

salah satu kunci keberhasilan pemerintahan yang berkeadilan dan berorientasi pada

kemaslahatan. Ketua karang taruna desa Siddo juga menyatakan bahwa:

> Sartika Dewi, Ketua karang taruna desa Lawallu, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei 2026.
6 Mutadayyin, Ketua karang taruna Kelurahan Kiru-kiru, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei
2026.
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Beberapa kegiatan yang sudah direncanakan bersama karang taruna tidak bisa
berjalan maksimal karena keterbatasan dana, sehingga pelaksanaannya harus
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia di desa.’’

Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan
dalam pelaksanaan program. Dalam perspektif siyasah syar iyyah, pengelolaan sumber
daya harus dilakukan secara efektif, transparan, dan adil agar tetap menghasilkan
kemaslahatan bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi
penghambat utama, tetapi harus dikelola melalui perencanaan yang matang dan kerja
sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ketua Karang Taruna Kecamatan
Soppeng Riaja juga menyatakan bahwa:

Kami sudah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah desa, tetapi

terkadang terkendala oleh dana kegiatan dan kesibukan anggota yang berbeda-

beda, sehingga tidak semua anggota bisa selalu hadir dalam setiap kegiatan
yang dilaksanakan di lapangan.®

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain faktor eksternal seperti
anggaran, terdapat juga faktor internal berupa kesibukan individu yang memengaruhi
efektivitas organisasi. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, hal ini menunjukkan

pentingnya komitmen, disiplin, dan kesadaran kolektif dalam menjalankan amanah

sosial agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Soppeng Riaja,

diketahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna dalam membantu

7 Alfiyan, Ketua karang taruna desa Siddo, Wawancara, Mangkoso, 11 Mei 2026.
8 Kusmala Dewi ,A.Ma, Ketua karang Taruna Soppeng Riaja, Wawancara, Mangkoso, 8 Mei
2026.
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pemerintah desa telah diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,
kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, kerja bakti, serta keterlibatan aktif dalam
membantu pelaksanaan program desa. Keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan
tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang cukup baik antara Karang
Taruna dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan masyarakat. Kehadiran
Karang Taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial kepemudaan, tetapi juga
menjadi mitra pemerintah desa dalam membantu pelaksanaan pelayanan sosial dan
pembangunan masyarakat di tingkat desa.

Dalam perspektif Ibn Taymiyyah, konsep siyasah syar’iyyah menekankan
bahwa setiap bentuk pengelolaan urusan masyarakat harus berorientasi pada
terciptanya kemaslahatan umum (maslahah al-‘ammah). Pemerintah dan masyarakat
memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan kehidupan sosial yang adil,
harmonis, dan sejahtera. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan Karang Taruna
dalam membantu pemerintah desa menunjukkan adanya upaya mewujudkan
kemaslahatan masyarakat melalui kerja sama sosial dan partisipasi generasi muda
dalam kegiatan pembangunan desa.

Pelaksanaan kegiatan sosial seperti gotong royong, kegiatan kebersihan
lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan mencerminkan
adanya penerapan prinsip ta’awun atau tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana
diajarkan dalam Islam. Dalam teori siyasah syar’iyyah dijelaskan bahwa kehidupan
masyarakat yang baik harus dibangun atas dasar kerja sama dan kepedulian sosial antar

anggota masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan pemuda Karang Taruna dalam
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membantu masyarakat dan pemerintah desa merupakan bentuk implementasi nilai-nilai
Islam dalam kehidupan sosial masyarakat desa.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki
kesadaran untuk menjalankan amanah organisasi dengan membantu pemerintah desa
dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. Dalam perspektif
siyasah syar’iyyah, amanah merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan pemerintahan. Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa setiap
individu yang diberikan tanggung jawab harus melaksanakan amanah tersebut secara
jujur, adil, dan bertanggung jawab demi terciptanya kemaslahatan masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, amanah tersebut tercermin dari keterlibatan aktif
Karang Taruna dalam membantu pelaksanaan program pemerintah desa, pembinaan
generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemuda Karang Taruna tidak
hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat
yang memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menciptakan kehidupan sosial
yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Karang
Taruna telah sesuai dengan prinsip siyasah syar’iyyah yang menekankan pentingnya
tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam kegiatan
sosial memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan program
pemerintah desa. Kehadiran pemuda membantu mempercepat pelaksanaan kegiatan di
lapangan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat hubungan sosial

antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kondisi
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tersebut mencerminkan tercapainya tujuan pemerintahan Islam, yaitu mewujudkan
kemaslahatan masyarakat melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.

Konsep maslahah dalam siyasah syar’iyyah tidak hanya berkaitan dengan
kesejahteraan material, tetapi juga mencakup terciptanya ketertiban sosial, solidaritas
masyarakat, dan hubungan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, kegiatan sosial yang
dilaksanakan Karang Taruna memiliki nilai kemaslahatan karena mampu memperkuat
semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam masyarakat desa.
Dengan demikian, keberadaan Karang Taruna memberikan kontribusi yang cukup
besar dalam mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan
partisipatif.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa
hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab Karang Taruna, seperti rendahnya
partisipasi sebagian anggota, keterbatasan anggaran kegiatan, serta kesibukan anggota
organisasi. Dalam perspektif siyasah syar iyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum
optimalnya pelaksanaan prinsip tanggung jawab kolektif (mas uliyyah jama’iyyah)
dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab
untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kemaslahatan bersama dan membantu
pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan.

Kurangnya partisipasi sebagian pemuda menunjukkan bahwa kesadaran sosial
dan tanggung jawab kolektif masih perlu ditingkatkan agar tujuan organisasi dan
pembangunan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Selain itu, keterbatasan

anggaran juga menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan
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kerja sama yang lebih baik antara pemerintah desa, Karang Taruna, dan masyarakat.
Dalam teori siyasah syar’iyyah dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya harus
dilakukan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab agar mampu memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Di samping itu, teori siyasah syar’iyyah juga menekankan pentingnya
hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata
kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah tidak dapat menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya secara maksimal tanpa adanya dukungan masyarakat, termasuk
generasi muda. Dalam konteks penelitian ini, Karang Taruna telah menjalankan
perannya sebagai mitra pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program sosial
dan pembangunan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang
sesuai dengan prinsip syura atau musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam
kehidupan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan tanggung
jawab Karang Taruna dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kecamatan
Soppeng Riaja telah sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah yang
dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah. Prinsip amanah, ta’awun, maslahah, dan tanggung
jawab sosial telah tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan kepemudaan yang

dilaksanakan Karang Taruna bersama pemerintah desa dan masyarakat.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Responsibilitas
Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa di
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru (Perspektif Siyasah syar’iyyah), maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tanggung jawab karang taruna di Kecamatan Soppeng Riaja telah
berjalan melalui berbagai kegiatan sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan
masyarakat. Bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui
kegiatan gotong royong, kerja bakti, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan
keagamaan, pembinaan generasi muda, serta keterlibatan aktif dalam
membantu program pemerintah desa maupun kecamatan. Karang taruna
berperan sebagai wadah pembinaan pemuda agar memiliki kepedulian sosial,
rasa tanggung jawab, dan semangat partisipasi dalam kehidupan
bermasyarakat. Keberadaan karang taruna juga memberikan dampak positif
terhadap pelaksanaan program pemerintah desa karena mampu membantu
mempercepat pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Namun
demikian, pelaksanaan tanggung jawab tersebut belum berjalan secara
maksimal karena masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi

sebagian pemuda serta keterbatasan anggaran organisasi.
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2. Faktor-faktor yang memengaruhi kuat dan lemahnya koordinasi antara karang
taruna dan pemerintah desa di Kecamatan Soppeng Riaja terdiri atas faktor
pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung koordinasi meliputi
komunikasi yang baik antara pengurus karang taruna dan pemerintah desa,
adanya dukungan pemerintah desa, kerja sama yang terjalin secara
berkelanjutan, serta Kketerlibatan bersama dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan. Sementara itu, faktor penghambat koordinasi meliputi
rendahnya partisipasi sebagian anggota karang taruna, kurangnya kesadaran
pemuda dalam mengikuti kegiatan organisasi, keterbatasan anggaran kegiatan,
serta kesibukan anggota yang menyebabkan tidak semua pemuda dapat aktif
dalam setiap kegiatan organisasi. Faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi
efektivitas pelaksanaan program sosial dan kepemudaan di masyarakat.

3. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, pelaksanaan tanggung jawab pemuda
karang taruna dalam meningkatkan Kinerja pemerintah desa di Kecamatan
Soppeng Riaja telah mencerminkan prinsip kemaslahatan umum (maslahah
‘ammah), amanah, tanggung jawab sosial, dan tolong-menolong dalam
kebaikan (ta’awun ‘ala al-birr wa al-taqwa). Keterlibatan pemuda dalam
berbagai kegiatan sosial dan program pemerintah desa menunjukkan adanya
sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan
bersama. Karang taruna tidak hanya berfungsi sebagai organisasi sosial

kepemudaan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam
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mendukung pembangunan masyarakat. Akan tetapi, pelaksanaan peran tersebut
masih menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian pemuda,
keterbatasan anggaran, dan kurang optimalnya kesadaran kolektif anggota
organisasi dalam menjalankan tanggung jawab sosial secara maksimal.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa
implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan,
dukungan, dan perhatian terhadap organisasi karang taruna agar pelaksanaan
kegiatan sosial dan kepemudaan dapat berjalan lebih optimal. Dukungan
tersebut dapat berupa pemberian fasilitas, pendampingan organisasi, serta
penguatan program pemberdayaan pemuda di lingkungan masyarakat.

2. Pengurus karang taruna diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan
partisipasi aktif generasi muda dalam kegiatan organisasi melalui program yang
lebih kreatif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pemuda. Dengan
meningkatnya partisipasi anggota, maka pelaksanaan program organisasi dapat
berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Diperlukan kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah desa, karang
taruna, dan masyarakat dalam membangun komunikasi serta koordinasi yang

baik agar setiap program sosial dan kepemudaan dapat terlaksana secara
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maksimal. Hubungan kerja sama yang harmonis akan memperkuat pelaksanaan
pembangunan sosial di tingkat desa.

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, nilai-nilai amanah, tanggung jawab
sosial, gotong royong, dan kerja sama dalam kebaikan perlu terus ditanamkan
kepada generasi muda agar karang taruna dapat menjadi organisasi yang tidak
hanya aktif secara sosial, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata
dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan meningkatkan Kkinerja

pemerintah desa secara berkelanjutan.
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3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan vyang berlaku dan
mengindahkan adat istiadat setempat;
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4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq.
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Barru;

5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata
pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta
kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.
Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperluhnya.

Kepala Dinas,

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
@ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Dr. S. Rifatullah Akil, S.STP., M.M
Pangkat : Pembina Tk.l, IV/b
NIP. 19850701 200312 1 001

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru di Barru;

2. Kepala BAPPERIDA Kab. Barru;

3. Dekan Fakultas Syariah dan lImu Hukum Islam IAIN
Parepare;

4. Mahasiswi yang bersangkutan.
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PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA

JI. K. H. Abdul Rahman Ambo Dalle No. Mangkoso — 90752

e-Mail : kantorcamatsoppengrisja@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 900.1.3.1/ 174 /Kec. Soppeng Riaja

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . ARDI SUSANTO,SH

NIP : 19831210 200604 1 009
Pangkat/Gol . Pembina IV/a

Jabatan . Sekretaris Camat Soppeng Riaja

Dengan ini menyatakan bahwa Mahasiswi/Peneliti yang tersebut dibawah ini :

Nama : NUR FHADILAH

Nomor Pokok . 2220203874235034

Program studi . Hukum Tata Negara

Perguruan Tinggi : IAIN Parepare

Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi

Alamat . Batupute, Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja,

Kabupaten Barru

Telah melaksanakan penelitian/Pengambilan Data pada Wilayah/Kantor Kecamatan
Soppeng Riaja, terhitung mulai tanggal 05 Mei 2026 s/d 24 Juni 2026 dalam rangka
penyusunan Skripsi, dengan judul :

“RESPONSIBILITAS PEMUDA KARANG TARUNA BERDASARKAN
PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA DALAM PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH
DESA DI KECAMATAN SOPPENG RIAJA KABUPATEN BARRU
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH) ”

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Mangkoso, 24 Juni 2026

N .10 200604 1 009
e

.
Tembusan : v .

1. Bupati Barru di Barru ( sebagai laporan)

2. Kepala BAPPERIDA Kab. Barru

3. Dekan Fakultas Syariah dan limu Hukum Islam 1ANI Parepare;
4. Mahasiswa yang bersangkutan.




SURAT 1ZIN PENELITIAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . ANMURULLAM, (H

Alamat . DRAWG ; Desa Lawadily

Jabatan : (A SOTENG \244;311
Menerangken dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah

Nim :2220203874235034

Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Telah diberikan izin untuk melakukan penelitian di Kecamatan Soppeng Riaia
Kabupaten Barru, terhitung pada tanggal 05 Mei 2026 s/d 06 Juli, 2026. Dalam rangka
penyususnan skripsi yang berjudul “Responsibilitas Pemuda Karang Taruna
Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahunm 2018 Tentang Lembaga
Kemasyarakat Desa dalam Peningkatan Kinerja Pemerinteh Desa di
Kecamatan Soppeng Riaja Kabupatem Barru (Perspektif Siyesah
Syar'iyyah)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimans
mestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang, bertanda tangan dibawah ini:

Nama . ANullan,
Alamat . Ofung |, Vetos LAwany -
Jabatan

: Chomnpr COpraneg RIATA
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
Nim : 2220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas
Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembagn Kemasyarakat Desa dalam Peningkatan Kinerja
Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Rigja Kabupaten Barru

(Perspekiif Siyasah Syar'iyyah)”

Demikan surat keterangan ini diberikan untuk dipergunskaen seperlunya:

; Riaja,...... Mei, 2026
rusghen




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : \;LuSN\hU\ OEUU‘/Q'M"
Alamsat : bﬁmﬁuﬁ
Jabatan eETaa paradgTARUNA gecAtaTARN . Sof - R4

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
Nim : 2220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Penar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Risja
Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripst yang berjudul “Responsibilitas
Pemuds Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembagn Kemasyarakat Desa dalam Peningkatan Kinerja
Pemerintak Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru
(Perspektif Siyaseh Syar'iypah)}™

Denﬁkmmkmemngminidibuikmunmkdipergmukmmim

Soppeng Rigja,...... Mei, 2026
Yang menerangkas,

Kugamata DEWL, A e




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama T TP
Alamat T BATUpUTE
jabatan : KOS PONER U TDUOM

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah
Nim 12220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas
Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakat Desa dalam Peningkatan Kinerja
Pemerintah Desa di Kecamotan Soppeng Riaja Kabupaten Barru

(Perspekiif Slyasah Syatr'iyyah) "

Demikan surat keterangan ini diberikan untik dipergunakan seperiunya:




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

¥ ang bertanda tangan dibawah ini:

Nama . HAM L aw

Alamat D PActe ke

Jabatan : Kthio Kem~y Toruna po ppctelelne
Mencrangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nur Fhadilah

Nim : 2220203874235034

Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru

Benar-benar telah melakukan penelitian (wawancara) di Kecamatan Soppeng Riaja
Kabupaten Barru, dalam rangks penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas
Pemude Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Takun 2018
Tentang Lembaga Kemasyarakat Desa dalam Fenmingkatan Kinerjo
Pemerintak Desa di Kecamatan Soppeng Riajo Kabupatem Barru

{Perspeksif Siyasak Syar‘lyyak)”
Demikan surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperiunya:

Soppeng Riaja,...... Mei, 2026
Yang menerangkan,

HAMLAY S 4.p




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawsh ini:

Nama D ALE AN AY
Alamat 1 G0
Jabatan T ETOA. waZaRE TARS Aa De3A S\oPO

Menerangkan dengan sesunggublinya bahwa:

Mama : Nur Fhadiiah
Nim : 2220203874235034
Alamat : Batupute Desa Batupute Kec. Soppeng Risja Kab. Barru

Bmu-berﬁr teiah roelakukan penelitian (wawancars) di Kecamatan Soppeng Riaja

Kabupaten Barru, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Responsibilitas

Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Takun 2018

Tenteng Lembaga Kemasyarakat Desa dolam Peningkatan Kinerja

Pemerintah Desa di Kecamatan Soppeng Riajg Kabupaten Barru

(Perspektif Siyasak Syar'lyyah)”

Demikan surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya:

Soppeng Riaja,...... Mei, 2026
Yang menera v

AL\ AT
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